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DAFTAR TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 












































































































































































































Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 





Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 





 kaifa : َكـَْـفَ  
 haula : َهـْولَ  
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 





























fath}ah dan ya>’ 
 
ai a dan i  ْـَي 
 fath}ah dan wau 
 









 ma>ta : يـَاثَ 
 <rama : َزَيـي
َْـمَ    qi>la : لِـ
 yamu>tu : ٍَـًـُْوثُ 
4. Ta>’ marbu>t}ah 
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup atau 
mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
ta >’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta >’ 
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ْطفَالِ َزْوَضـتُالَ   : raud}ah al-at}fa>l 
ٍْـَُـتُاَْنـفـَاِضــهَت ـِد ًَ  al-madi>nah al-fa>d}ilah : اَْنـ
تُ اَنـْحِ  ًَ ـْك  : al-h}ikmah 
5. Syaddah (Tasydi>d) 
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydi>d (ـّـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan 















...   ا... َ
ى َ  











i> i dan garis 
atas 
 








 َ  <rabbana : َزبّـَـُا
 َ َـّجـََْــُا  : najjaina> 
 al-h}aqq : اَنـْـَحـك  
 nu‚ima : َُعّـِـىَ 
 aduwwun‘ : َعـدُو  
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddahmenjadi i ,(ــــِـيّ )
Contoh: 
 (Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly‘ : َعـِهـي  
 (Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby‘ : َعـَسبـِـي  
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufال(alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contoh: 
ـطُ  ًْ ـ  (al-syamsu (bukan asy-syamsu : اَنشه
نـْـَصنـَـ تُ اَنصه  : al-zalzalah(az-zalzalah) 
تُ ـْهَعـفَ اَنـْـفَ   : al-falsafah 




Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
 ْ ٌَ تـَأ ُيـُسْو  : ta’muru>na 
ْوعُ   ‘al-nau : اَنــُـه
ء   ٌْ  syai’un : َشـ
 umirtu : أُِيـْسثُ 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur’an(dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. Contoh: 
Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
9. Lafz} al-Jala>lah (هللا) 
Kata ‚Allah‛yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 






ُاهللِ  di>nulla>h ِدٍـْ هللِ بِا  billa>h   
Adapun ta >’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
ِتهللاِ  ًَ ََْسحــْـ ِف ًْ  hum fi> rah}matilla>hهُـ
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). Contoh: 
Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 
Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 
Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 
Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 
Al-Gaza>li> 
Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu>(bapak 
dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 






     
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
a.s. = ‘alaihi al-sala>m 
H = Hijrah 
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 







Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 
Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
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Konsentrasi  :  Ilmu al-Qur’an dan Tafsir 
Judul Tesis :  MaharPerspektif al-Qur’an dan Implementasinya pada Masyarakat 
Kabupaten Konawe 
Penelitian ini membahas pokok masalah tentang Mahar Perspektif al-Qur’an 
dan Implementasinya pada Masyarakat Kabupaten Konawe, Penelitian ini bertujuan 
untuk : 1) Untuk mengkaji eksistensi mahar bagi masyarakat Tolaki di Kabupaten 
Konawe; 2) Untuk mengkaji urgensi mahar bagi masyarakat Tolaki di Kabupaten 
Konawe; 3) Untuk mengkaji implementasi pemberian mahar pada masyarakat Tolaki 
Kabupaten Konawe. 
Jenis Penelitian adalah penelitian lapangan (field research) yang prosedurnya 
menghasilkan data deskriptif dengan menggunakan pendekatan ilmu tafsir, yuridis 
dan fenomenologi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, dokumentasi dan penelusuran berbagai literatur atau referensi. Penelitian 
ini menggunakan panduan observasi, pedoman wawancara dan data dokumentasi 
sebagai Instrumen Penelitian. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui 
tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan dan 
verifikasi data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Eksistensi Mahar dalam suku Tolaki 
dikenal dengan Popolo atau Kinaweoako. Bentuknya tidak terikat tapi umumnya di 
masyarakat Tolaki ada dua yaitu dalam bentuk uang dan dalam bentuk benda. Bentuk 
uang terbagi dalam dua bentuk yaitu 88 real dan Rp. 264.000. Mahar pada suku 
Tolaki di wilayah Kabupaten Konawe tetap eksis dalam penentuan jumlah, serta 
tetap dalam koridor al-Qur’an hanya ada beberapa tahap yang harus dilakukan 
disertai dengan penyelesaian adat. Tujuan umum dari mahar pada suku Tolaki adalah 
sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan. Adat mewajibkan adanya mahar agar 
dikemudian hari tidak ada saling mempermalukan satu sama lain, baik dari segi suami 
istri ataupun kedua keluarga mempelai. Implementasi pemberian mahar pada 
Masyarakat Tolaki yaitu Proses pemberian mahar pada Suku Tolaki berada dalam 
rangkaian adat yang dikenal dengan prosesi Mowindahako, setalah penyelesaian adat 
maka dilanjutkan dengan prosesi pernikahan yang Islami biasanya dilaksanakan pada 
masyarakat umumnya. 
Menganalisis kembali kasus penentuan harga mahar dan proses pemberiannya 
yang masuk dalam rangkaian adat, secara hakiki tidak memberatkan mempelai laki-
laki tetapi karena banyaknya rangkaian adat dan syarat yang diajukan oleh adat 
jangan sampai menjadikan mempelai pria lari dengan istilah mombolasuako, sehingga 
mengurangi nilai harkat dan sosial keluarga. Pada dasarnya mahar adalah harta yang 
berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami. 
Pemberian secara ikhlas bukan dari faktor paksaan dari keluarga mempelai wanita. 
Sehingga terciptanya kedamaian dalam hati mempelai laki-laki dalam melangsungkan 
pernikahan. Melihat implementasi pemberian mahar pada masyarakat Tolaki 
khususnya yang bermukim di Kabupaten Konawe dapat mengikut prosesi perkawinan 
berdasarkan hukum Islam dengan mengintegrasikannya dengan nilai-nilai budaya 
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A. Latar Belakang Masalah  
Islam sebagai agama yang universal meliputi semua aspek kehidupan 
manusia mempunyai sistem nilai yang mengatur hal-hal yang baik, yang dinamakan 
akhlak Islami. Tolok ukur perbuatan baik dan buruk mestilah merujuk kepada 




Esensi kehidupan manusia adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah 
melalui dua pedoman yaitu al-Qur’an dan sunah dalam menjalankan kehidupan. 
Demikian dalam QS al-Żāriyāt/51 :56 
               
Terjemahnya: 




Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang 
perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, 
pengertian pernikahan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga 
pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang 
                                                             
1
Zakiyah Dradjat, Pendidikan Islam Dalam Keluarga dan Sekolah (Jakarta: Ruhama, 1995), 
h.60. 
2









Pernikahan disebut juga perkawinan yang berasal dari kata ‚kawin‛ yang 
menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis.
4
 Hal ini sejalan 
dengan al-Qur’ `an dinyatakan bahwa hidupberpasang-pasangan, hidup berjodoh-
jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. 
Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan al-Nikah  yang bermakna al-
wat}a‘ dan al-dammu wa al-tadakhul. Terkadang juga disebut dengan al-dammu wa 
al-jam’u, atau ibarat  an al-wat} wa al- aqd  yang bermakna bersetubuh, berkumpul 
dan akad an al-wat}‘.5 Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga 
yang bahagia dan kekal, dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami 
istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
6
 Menurut Hanafiah, nikah adalah akad yang 
memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja, artinya kehalalan seorang 
laki-laki untuk beristimta‘ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang 
menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i. Menurut Hanabilah nikah 
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adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz  dengan maksud 
mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
7
 
Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa untuk mewujudkan keluarga yang 
bahagia landasan utama yang perlu dibangun antara laki-laki dan wanita sebagai 
pasangan suami istri adalah adanya hak dan kewajiban diantara keduanya. Al-Qur’an 
sendiri menyebutkan tujuan perkawinan dalam QS al-Rūm/30 :21. 
                          
                 
Terjemahnya: 
Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu kasih dan 
sayang.Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
8
 
Sakinah, mawadah, dan rahmah diartikan bahwa: diam sesudah bergerak, 
tetap, menetap, bertempat tinggal, tenang dan tenteram, ini menyebutkan bahwa 
perkawinan dimaksudkan sebagai wadah atau tempat orang-orang yang ada 
didalamnya terlindungi dan dapat menjalin hidup dengan penuh perdamaian dan 
aman. Ketiga arti ini perkawinan merupakan ikatan yang dapat melahirkan 
hubungan saling mencintai saling menasehati dan saling mengharapkan satu sama 
lain, ungkapan al-Qur’an dengan bahasa بينكمatau dengan kata lain satu sama lain, 
tentu saja menunjukan bahwa cinta dan kasih sayang bukan hanya dimiliki oleh 
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salah satu pihak, yakni suami istri konsekuensi logisnya mereka tidak boleh saling 
menyakiti  dan menghianati. 
Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan 
manusia, peristiwa dialami oleh manusia yang didalamnya terdapat unsur-unsur 
hakdan kewajiban masing-masing pihak menyangkutmasalah rumah tangga yang 
harus terpenuhi baik sebagai seorang isteri maupun seorang suami. Perkawinan 
adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara 
seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.9Perkawinan adalah 
suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas 
dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain 
(wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara’untuk menghalalkan 
pencampuran keduannya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi 
sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.
10
 
Fikih telah menggariskan bahwa nikah mempunyai fungsi untuk 
mengakibatkan suatu hukum yaitu kehalalan untuk berjima’, maksudnya adalah 
jalan alami dan biologis untuk menyalurkan dan memuaskan seksual dan dapat 




Sehubungan dengan hal tersebut, Islam menetapkan adanya mahar apabila 
terjadi suatu pernikahan, sekalipun tidak ditentukan jumlahnya dan diserahkan 
sesuai persepakatan mereka, yang penting mahar tersebut bermanfaat. 
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Dasar kewajiban menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam al-Qur’an dan 
dalam hadis Nabi. Dalil dalam ayat al-Qur’an adalah firman Allah dalam QS al-
Nisa>’/4 :4 
                              
  
Terjemahnya: 
Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) 
sebagai pemberian yang penuh kerelaan.Kemudian, jika mereka menyerahkan 
kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah 
dan nikmatilah pemberian itu dengan sengan hati.
12
 
Ayat al-Qur’an tersebut, dapat dipahami bahwa maskawin disebut ṣadaqa>t. 
ṣadaqa>t berasal dari rumpun kata ṣidiq, ṣadaq, dan/atau ṣadaqah yang 
bermakna perasaan jujur dan hati yang suci.Artinya harta yang diperoleh secara jujur 
(halal) yang kemudian diberikan kepada calon istri yang didasari oleh keikhlasan. 
Juga dipahami bahwa para ulama telah menetapkan bahwa mahar itu hukumnya 
wajib berdasarkan al-Qur’an, sunnah dan Ijmak.
13
Mahar oleh para ulama 
ditempatkan sebagai syarat sahnya nikah seperti yang dijelaskan oleh Ibn Rusyd di 
dalam Bidayah al-Mujtahidnya. 
Hukum tradisional dan hukum modern merupakan unsur-unsur yang 
menyusun tata hukum.Sistem hukum yang pluralis pada zaman penjajahan juga 
masih berlaku untuk Negara Indonesia.Komponen yang penting dari pluralisme itu 
adalah berlakunya hukum Eropa di satu pihak dan dilain hukum yang bersesuaian 
dengan adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia.
14
Hukum dan lembaga-lembaga 
tradisional Indonesia merupakan bagian kehidupan yang telah melembaga. 
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Menggolongkan aturan-aturan sebagai adat istiadat sampai menjadi hukum 
apabila ditegakkan, maka hal itu akan mengaburkan suatu masalah penting dalam 
proses yudisial. Kiranya perlu dicatat bahwa adat istiadat tidak dibedakan dengan 
cara demikian dengan hukum yang dianggap sebagai keputusan pengadilan di dalam 
ilmu hukum yang telah berkembang, seperti adat istiadat tingginya atau rumitnya 
yang ada dalam suku Tolaki, sedangkan yang diketahui bahwa syariat Islam tidak 
menerapkan batas minimal dan maksimal mahar, namun mendorong agar 
memperingan mahar, tidak terlalu tinggi demi mempermudah urusan 
pernikahan,sehingga generasi muda tidak merasa enggan melaksanakan pernikahan 
karena demikian banyak atau besar tanggungannya. 
Menurut syara’, nikah merupakan ungkapan dari sebuah akad yang mencakup 
rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu untuk menghalalkan hubungan suami istri.
15
 
Imam Syafi’i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan 




Fikih telah menggariskan bahwa nikah mempunyai fungsi untuk 
mengakibatkan suatu hukum yaitu kehalalan untuk berjima‘, maksudnya adalah 
sebuah jalan alami dan biologis untuk menyalurkan dan memuaskan seksual dan 
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Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang 
menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu 
acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal dalam arti 
perkawinan sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. 
Perkawinan adalah salah satu sunnatullah berlaku pada semua makhluk 
Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan 
merupakan cara yang dipilih oleh Allah swt., sebagai jalan bagi manusia untuk 
beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing 
pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan 
perkawinan.
18
Allahswt., tidak mejadikan manusia seperti makhluk lainnya hidup 
bebas hanya mengikuti nalurinya yang berhubungan secara anarki tanpa aturan 
untuk menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, sebagaimana yang 
dijelaskan dalam QS āli-Imrān/3:110. 
                         
      
Terjemahnya: 
Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
(karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang 
mungkar, dan beriman kepada Allah.Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah 
itu lebih baik bagi mereka.Di antara mereka ada yang beriman, namun 
kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.
19
 
Allah swt., mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga 
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Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-
laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama 
Allah swt., bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, 
tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Menegakkan cita-cita 
kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-
ajaran Allah dalam al-Quran dan sunnah yang sifatnya global, terlebih lagi 
perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan 




Dalam al-Qur’an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup 
berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah swt., termasuk adalah 
manusia, sebagaimana dalam QS al-Żāriyāt/51:49. 
                
Terjemahnya: 




Makhluk yang diciptakan oleh Allah swt., berpasang-pasangan inilah Allah 
swt., menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi 
ke generasi berikutnya. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, 
baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia 
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Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang perempuan 
dengan memberikan hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar 
(maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan 
kepada perempuan lain atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya. Orang 
laintidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya 
sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri. 
Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang 
menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.Dalam suatu 
acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti 
perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau lengkap. 
Para sosiolog mengatakan bahwa pada zaman matriarchal manusia hidup 
secara buas, hidup dalam kelompok suku karena suatu sebab yang tidak diketahui 
dan perkawinan dikalangan orang yang punya hubungan darah dianggap tabu. Pria 
harus memilih pasangannya dari suku lain kemudian membawa kesukunya sendiri, 
karena sering terjadi bentrokan diantara suku-suku, maka pemilihan istri dilakukan 
dengna jawan melarikan dan mnculik gadis yang dicintainya. Namun akhirnya secara 
berangsur-angsur perdamaian menggantikan permusukan dan suku-suku yang 
berbeda dapat hidup damai bersama-sama.kondisi seperti ini tidak diperlukan lagi 
adat kebiasaan melarikan atau menculik calon istri untuk mendapatkan gadis 
pilihannya, seorang pria harus mengabdikan diri kepada ayah gadis tersebut.Sebagai 
ganjaran atas pelayanan yang dilakukan oleh calon menantu ayah gadis tersebut 
memberikan putrinya kemudian pria tersebut membawa istrinya ke dalam sukunya.
24
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Nikah lebih baik ditentukan maskawinnya.Meskipun masalah ini (maskawin) 
dipersilahkan, ada yang berpendapat bahwa maskawin tidak termasuk rukun nikah, 
berbeda dengan jual beli yang menyebutkan harga merupakan salah satu 
rukunnya.Sedangkan yang dimaksud dalam pernikahan adalah bersatunya suami 




Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, situasi perekonomian sudah 
membaik dan kaum pria mengambil keimoulan bahwa sebagai ganti bekerja selama 
bertahun-tahun pada calon ayah mertua, lebih baik memberikan suatu hadish yang 
berharga kepadanya pada saat pekawinan dengan cara demikian mereka memperoleh 
gadis pilihannya, dari sinilah bermulanya maswakin atau mahar.
26
 
Pendapat tersebut dipahami bahwa pada periode pertama, pria hidup sebagai 
parasit atau pelayang wanita.Pada masa ini, kaum wanitalah yang menguasai atau 
memimoin kaum pria.Kemudian pada periode berikutnya, ketika kekuasaan jatuh e 
tangan kaum pria, pri melarikan wanita dari sukunya.Pada periode ketiga, untuk 
dapat memperoleh gadis pilihannya, pria pergi bekerja pada ayah gadis tersebut 
selama beberapa tahun.Dan pada akhirnya pria membayarkan sejumlah uang sebagai 
‚hadish‛ kepada ayah wanita tersebut.Dari sinilah bermulanya maskawin (mahar). 
Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan itu termasuk dalam rukun, 
karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti 
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Bagi ulama Hanafiyah akad nikah membawa konsekuensi bahwa suami istri 
berhak memiliki kesenangan (milk al-mut’ah) dari istrinya, dari ulama Malikiyah 
akad nikah membawa akibat pemilikan bagi suami untuk mendapatkan kelezatan 
(talazus) dari istrinya.Sedangkan bagi ulama Syafi’iyah akad membawa akibat suami 
memiliki kesempatan untuk melakukan jima’ (bersetubuh) dan dengan istrinya.
28
 
Kata mahar yang telah menjadi bahasa Indonesia berasalah dari bahasa Arab 
al-mahr, jamaknya al-muhur atau al-muhrah. Kata yang bermakna dengan mahar 
adalah al-s}adaq, nihlah, farid}ah, ajr, hiba’, ‘uqr, ‘ala’iq, t}aul dan nikah.29 Kata-kata 
ini di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan mahar atau mas kawin. 
Keharusan membayar mahar itu berdasarkan al-Qur’an dan hadis.Hadis 
menyebutkan mahar pada waktu akad nikah karena Nabi selalu 
menyebutkannya.Jika perempuan yang dinikahkan itu termasuk orang yang tidak 
boleh mentasarrufkan (membelanjakan) hartanya karena sesuatu ‘ariḍ (rintangan) 
seperti dungu, maka menyebut mahar pada waktu akad nikah adalah wajib.
30
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Beberapa definisi yangdikemukakan oleh mazhab, pada dasarnya memiliki 
maksud yang sama. Sebagian ulama mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai 
sejumlah harta yang menjadi hak istri karena akad pernikahan atau disebabkan 
terjadinya senggama dengan sesungguhnya.Ulama lainnya mendefinisikan sebagai 
harta yang wajib dibayarkan suami kepada istrinya ketika berlangsung akad nikah 
sebagai imbalan dari kesediaan penyerahan diri kepada suami (senggama).
31
 
Imam Syafi’i mengatakan bahwa mahar adalah suatu yang wajib diberikan 
oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota 
badannya.
32
Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, 
lalu diberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan.Akan 
tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu atau takut, maka tidak 
halal menerimanya. 
Masyarakat banyak terjadi perubahan hukum karena kuatnya adat istiadat 
antar suku, menggolongkan aturan-aturan sebagai suatu syarat dalam adat menjadi 
hukum. Hukum dan lembaga-lembaga tradisional Indonesia merupakan bagian 
kehidupan yang telah melembaga. Kiranya perlu dicatat bahwa adat istiadat tidak 
dibedakan dengan cara demikian dengan hukum yang telah berkembang. Seperti adat 
istiadat tingginya maskawin yang ada didalam salah satu suku, sedangkan yang 
diketahui bahwa syariat agama Islam tidak menetapkan batas minimal dan batas 
maksimul mahar, namun mendorong agar memperingan mahar, tidak terlalu tinggi 
demi mempermudah pernikahan. Mahar dapat diliha dari dua sisi, kualifikasi dan 
klasifikasi mahar.
33
Sisi kualifikasi mahar, dapat di bagi dua, mahar yang berasal dari 
                                                             
31
Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, h. 220-221. 
32
Abd. Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, h. 85. 
33
Nurhjannah, Mahar Pernikahan (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003), h. 23. 
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benda-benda yang konkrit seperti dinar, dirham atau emas dan mahar dalam bentuk 
manfaat atau jasa seperti mengajarkan membaca al-Qur’an, bernyanyi dan sebagai. 
Dari sisi klasifikasi, mahar itu dapat dibagi ke dalam mahar musamma yaitu mahar 
yang besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau 
ditangguhkan atas persetujuan istri dan mahar mistil yaitu yang jumlahnya tidak 
disebutkan secara eksplisit pada waktu akad. Biasanya mahar jenis ini mengikut 
kepada mahar yang pernah diberikan kepada keluarga istri seperti adik atau 
kakaknya yang telah terlebih dahulu menikah. 
Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk dalam rukun, 
karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad pernikahan dan tidak mesti 




Keterangan-keterangan ini dapat disimpulkan bahwa syari’at memberikan 
kemudahan yang sangat luas dalam masalah mahar. Persoalannya mengapa sekarang 
justru adat tidak mengikuti syari’at bahkan menjegal syari’at?Hukum adat yang 
berlaku di kalangan masyarakat tentang penentuan jumlah mahar telah banyak 
terjadi yang menyebabkan batalnya pernikahan karena ketidaksanggupan untuk 
memenuhi jumlah mahar tersebut. 
Munculnya perilaku seks menyimpang tersebut berimplikasi pasca eksistensi 
keturunan yang tidak pasti siapa ayah dari anak yang lahir tanpa ikatan pernikahan 
yang sah. 
Hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt., dalam QS al-Mā’idah/5:1  
                                                             
34
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan 
Undang-undang Perkawinan, h. 61. 
14 
 
                               
                    
Terjemahnya: 
Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji? Hewan ternak yang 
dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
35
 
Mengacu pada ayat tersebut, dapat dipahami bahwa pernikahan haruslah 
didasarkan pada hukum yang didasarkan pada al-Qur’an atau berdasarkan adat 
masyarakat yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Hanya saja keyataan 
dalam masyarakat tertentu ada juga melangsungkan pernikahan tanpa 
memperhatikan aturan-aturan agama. Aqad (perjanjian) mencakup janji prasetia 
hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan 
sesamanya. Pernikahan lebih ditekankan pada aspek tradisi dan budaya yang secara 
turun temurun diterima atau diperoleh dari nenek moyang mereka. 
Adat inilah yang mewarnai kehidupan masyarakat termasuk dalam hal 
pelaksanaan perkawinan. Pada masyarakat tertentu dapat melakukan bila sekufu 
atau sederajat atau berasal dari suku yang sama. Artinya, ada suatu upaya adat yang 
membedakan suku, keturunan dan kebangsawanan. Adat seperti ini tentu tidak 
sesuai dengan jiwa agama dalam hal perkawinan yang dapat dilakukan dengan siapa 
saja dengan pertimbangan utama berdasarkan agama. 
Pemahaman sebagian masyarakat mengenai mahar tertutupi dengan adat 
istiadat yang ada pada dasarnya bukanlah suatu kewajiban menjadi sahnya 
pernikahan, oleh karena banyaknya adat yang harus terpenuhi dalam pernikahan 
menyebabkan batalnya pernikahan disebabkan rumitnya dan memberatkan mempelai 
                                                             
35
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya, h. 106. 
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laki-laki. Khususnya pada masyarakat kabupaten konawe banyak terjadi batal nikah 
karena banyaknya rupa yang harus dipenuhi selain pemberian mahar dan merupakan 
suatu kewajiban sah nya pernikahan. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Penelitian ini berjudul mahar perspektif al-Qur’an dan implikasinya pada 
masyarakat Kabupaten Konawe.Untuk memperjelas judul tesis ini, maka minimal 
ada tiga istilah atau variabel yaitu, mahar, al-Qur’an dan masyarakat Kabupaten 
Konawe. 
Istilah mahar secara etimologi berasal dari kata bahasa arab al-Mahr yang 
artinya maskawin, secara etimologi mahar artinya ‚pemberian wajib bagi calon 
suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa 
cinta kasih bagi calon isteri kepada calon suaminya‛
36
 atau suatu pemberian wajib 
dari seorang calon suami kepada seorang calon istrinya, baik dalam bentuk benda 
maupun jasa, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan al-Qur’an. 
Al-Qur’an adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad 
saw., melalui perantara malaikat Jibril. Wahyu Allah itu diturunkan kepada Nabi 




Masyarakat Kabupaten Konawe adalah suatu kelompok masyarakat yang 
akan diteliti mengenai proses pemberian mahar atau maskawin dilaksanakan 
                                                             
36
Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fikih Munākahat I, h. 105. 
37
Zulkifli M. Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum (Jakarta: CV Sejahtera 
Kita, 2013), h. 56. 
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berdasarkan al-Qur’an atau hukum adat yang berlaku di suku Tolaki Kabupaten 
Konawe. 
2. Deskripsi Fokus 
Adapun yang dimaksud deskripsi fokus adalah mendeskripsikan penelitian 
yang berjudul ‚Mahar Perspektif al-Qur’an dan Implementasinya pada Masyarakat 
Kabupaten Konawe‛, olehnya itu penelitian hanya dibatasi pada permasalahan yang 
kemudian dijabarkan ke dalam bentuk matriks: 
Tabel 1. 
NO Fokus Penelitian Deskripsi Fokus Penelitian 
1 Mahar 
Pengertian, dasar hukum, syarat-syarat mahar, 
macam-macam mahar, jumlah mahar, proses 
pemberian serta tujuan pemberian mahar pada 
mempelai wanita dan gugurnya mahar 
2 Al-Qur’an 
Pengertian al-Qur’an, Fungsi dan Peran al-Qur’an 
dalam penetapan mahar serta pemberian mahar 
yang yang dianjurkan dalam al-Qur’an 
3 Masyarakat Tolaki Eksistensi dan Spesifikasinya 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka pokok 
masalah yang menjadi perhatian untuk diteliti lebih lanjut dalam kajian tesis ini 
adalah bagaimana mahar perspektif al-Qur’an dan implementasinya pada masyarakat 
Kabupaten Konawe dengan sub masalah: 
1. Bagaimana eksistensi mahar bagi masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe? 
17 
 
2. Bagaimana urgensi Mahar bagi masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe? 
3. Bagaimana implementasi pemberian mahar pada masyarakat Tolaki di 
Kabupaten Konawe? 
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu 
Penelitian ini membahas tentang mahar perspektif al-Qur’an dan 
implementasinya pada masyarakat kabupaten konawe.Menelusuri hasil risert 
maupun literatur kepustakaan yang pernah dilakukan sebelumnya, tidak ditemukan 
pembahasan yang memiliki objek kajian persis serupa dengan penelitian ini. Akan 
tetapi untuk menguatkan arah penelitian tentunya perlu diungkapkan beberapa hasil 
penelitian terdahulu yang muatannya relevan dengan penelitian ini, meskipun ruang 
lingkup pembahasannya mencakup tema sentral dan hanya menguraikan hal-hal yang 
bersifat global, antara lain: 
1. Hasil penelitian yang dilakukan Suharni Majid yang berjudul Relevansi 
Perkawinan Palangga Kabupaten Kendari ditinjau dari Segi Hukum Islam. 
Hasil penelitian dalam bentuk tesis ini ditemukan bahwa bila ditinjau syari’at 
Islam maka adat perkawinan suku Tolaki yang ada di Kabupaten Konawe 
Selatan memiliki relevansi dengan adat perkawinan suku jawa. Bahkan 
Suharni Majid menuturkan dalam hasil kesimpulannya bahwa antara adat 
perkawinan Tolaki dengan perkawinan adat jawa mempunyai relevansi yang 
cukup kuat. Sementara dalam perspektif hukum adat, lanjut Suharni Majid 
bahwa pada masing-masing konsep perkawinan, secara substansial, 
perkawinan adat Tolaki dan adat Jawa masih relevan. Sebab apa yang 
dilakukan oleh adat Tolaki, secara prosedural dilakukan pula dalam konsep 
perkawinan adat jawa. Hanya saja yang membedakan adat ini dalam 
18 
 
kesimpulan Suharni Majid adalah tata cara atau tata laksana perkawinan 
hanyalah istilah-isrtilah dan simbol-simbol adat dalam tiap tahapnya. 
Relevansi dalam penelitian ini terletak pada objek peneltian yaitu suku Tolaki, 
tetapi konteks yang diteliti berbeda karena penelitian yang akan dilaksanakan 
khusus pada masalah mahar yang terjadi pada masyarakat Tolaki. 
2. Penelitian dengan judul Mahar dalan Perspektif Masyarakat Bugis Bone (Studi 
Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Adat) oleh Azhar Pagala 
dengan hasil penelitian bahwa mahar dalam pernikahan yang terjadi di 
Kabupaten Konawe berjalan cukup efektif, karena secara keseluruhan 
masyarakat bugisBone mengaktualisasikanmahar sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam di 
Indonesia.
38
Menyimak ungkapan tersebut, kaitannya dengan penelitian ini 
adalah membahas masalah mahar tetapi objek penelitian berbeda yaitu pada 
masyarakat Bone sedangkan yang akan diteliti adalah pada masyarakat Tolaki. 
3. Penelitian dengan judul Mahar dalam perspektif Hadis (Kritik dan Pemaknaan 
Hadis dengan Pendekatan Historis Antropologis) oleh M. Rusydi Hasyim 
dengan hasil penelitian bahwa mahar yang dimaksud dalam hadis lebih bersifat 
simbolik. Artinya mahar bukanlah harga seorang wanita, tetapi merupakan 
pemberian tanpa imbalan apapun yang mengungkapkan kecintaan kepada 
wanita sebagai ganti (balasan) dari apa yang diberikan wanita kepadanya, hal 
yang menjadikan mahar sesuai dengna situasi umum yang ada pada realitas 
manusia. Relevansi dengan penelitian ini yaitu mahar yang menjadi pokok 
pembahasan ini tetapi penelitian tersebut hanya sebatas hadis saja, sedangkan 
                                                             
38
Azhar Pagala, ‚Mahar dalam Perspektif Masyarakat Bone (Study Perbandingan antara 
Hukum Islam dan Hukum Adat), Program Pascasarjana Fakultas Hukum Islam, 2008. 
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yang akan diteliti mahar dalam al-Qur’an serta implementasinya pada 
masyarakat Tolaki Kabupaten Konawe. 
4. Jurnal dengan Judul Kualitas dan kuantitas mahar dalam perkawinan (kasus 
wanita yang menyerahkan diri kepada Nabi saw) oleh Bambang Sugiono
39
 
bahwa persoalan kualitas dan kuantitas mahar itu sendiri dalam realitas 
masyarakat muslim sangat beraneka ragam.Relevansinya pada penelitian ini 
adalah sama-sama membahas tentang mahar tapi hanya sampai pada library 
research tidak dengan field research yang secara otomatis perbeda dalam 
objekpenelitian itu sendiri. 
5. Penelitian dengan judul konsep mahar dalam counter legal draf compilasi 
hukum Islam (CLD KHI) oleh Azwar Anas
40
hasil penelitian menjelaskan 
bahwa latar belakang konsep dalam CLD KHI adalah pluralisme, nasionalitas, 
kemaslahatan dan kesetaraan gender, dan konsep mahar dalam CLD KHI harus 
memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan kebiasaan 
(budaya) setempat. Kesimpulannya adalah konsep mahar dalam CLD KHI 
bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri.relevansinya pada penelitian ini 
adalah terletak pada persoalan Mahar tetapi berbeda pada objek penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, setelah dianalisis belum ada yang 
secara spesifik meneliti tentang mahar perspektif al-Qur’an dan Implementasinya 
pada masyarakat Kabupaten Konawe, Karena itu,  ingin diteelusuri penerapan 
perpaduan antar tradisi pernikahan. Pada kajian pustaka ini peneliti akan 
                                                             
39
Bambang Sugiono. ‚Kualitas dan kuantitas mahar dalam perkawinan (kasus wanita yang 
menyerahkan diri kepada Nabi saw)‛, Ilmu Islam dan Hukum 45, no 2 (2011). 
40
Azwar Anas, ‚Konsep mahar dalam counter legal draf compilasi hukum Islam (CLD KHI)‛, 
Program Studi Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Hukum Islam, 2010. 
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memaparkan beberapa referensi yang memiliki relevansi dengan judul yang akan 
diteliti. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengkaji eksistensi mahar bagi masyarakat Tolaki di Kabupaten 
Konawe 
2. Untuk mengkaji urgensi mahar bagi masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe 
3. Untuk mengkaji implementasi pemberian mahar pada masyarakat Tolaki 
Kabupaten Konawe 
Kegunaan yang diharapkanadalah : 
1. Kegunaan secara teoretis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambahkeilmuan Islam, khususnya 
pengetahuan tentang mahar perspektif al-Qur’an dan Implementasinya pada 
masyarakat Kabupaten Konawe. 
2. Kegunaan secara praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti 
terutama yang terkait dengan hal ikhwal perkawinan adat bagi suku Tolaki di 
Kabupaten Konawe dan kaitannya dengan al-Qur’an. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wacana positif bagi seluruh 
masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe, sehingga dapat melestarikan adat 
istiadat mereka yang sejalan dan relevan dengan nilai-nilai syari’at islam. 
c. Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan tentang pemberian mahar dalam al-
Qur’an, Sehingga tidak memberatkan salah satu pihak dalam pemberian mahar. 
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d. Dapat memberikan acuan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini. 
3. Kegunaan Akademik 
Manfaat akademik yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat 
dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu dalam bidang ilmu al-Qur’an dan 
Tafsir, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan 
penelitian yang ada kaitannya dengan mahar dalam al-Qur’an, serta sebagai 
pemenuhan tugas dalam penyelesaian studi Program Magisterpada Universitas Islam 




A. Eksistensi Pernikahan dalam al-Qur’an 
1. Pengertian 
Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perkawinan adalah berasal dari kata 




Perkawinan disebut juga ‚pernikahan‛, berasal dari kata nikah ( حنكا ) 
yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan,dan digunakan 
untuk arti bersetubuh (wata).Kata ‚nikah‛ sendiri sering dipergunakan untuk arti 
persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.2 Perkawinan atau pernikahan 
dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah  
( حنكا ) dan zawaj (زواج ). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan 
sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur’an dan hadis Nabi saw.
3
 
Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam al-Qur’an dengan arti kawin, seperti dalam QS 
al-Nisa>’/4 :3: 
                           
                          
  
                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. III. (Cet, I; 
Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2001), h. 518. 
2
Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh  (Cet., III ; Bairut: Dar al-Fikr, 1989), h. 
29. 
3
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonseia: antara Fiqh Munakahat dan 





Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yatim (bilamana kamu menikahi-nya), maka nikahilah perempuan 
(lain) yang kamu senangi:dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir 
tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba 




Ayat ini menjadi dasar bagi Rasulullah saw., melarang menghimpun pada 
saat yang bersamaan lebih dari 4 (empat) orang istri. Ketika ayat ini turun, 
Rasulullah memerintahkan semua orang yang memiliki lebih dari empat otang istri, 
seperti halnya Gailan bin Umayyah yang mempunyai istri sebanyak 10 orang, agar 
segera menceraikan sebahagian istri-istrinya. Pada sisi lain, ayat tersebut sering 
dijadikan dasar dalam pembicaraan mengenai asas perkawinan menurut Islam. 
Ketika membahas tentang hal itu, para ulama terbagi atas dua golongan. 
Golongan pertama berpendapat bahwa asas perkawinan menurut Islam adalah 
poligami dengan alasan bahwa ayat tersebut Allah mendahulukan menyebut 
bilangan dua, tiga atau empat baru menyebut bilangan satu. Pendapat diperkuat 
dengan hadis fi’liyah yang menyebutkan bahwa semasa hidupnya, Rasulullah 
saw.,beristri sampai 9 (sembilan) orang, bahkan ada yang menyatakan 13 




Golongan kedua berpendapat bahwa asas perkawinan menurut Islam adalah 
monogami. Hal tersebut dipahami dari panggalan ayat yang mengatakan:‚apabila 
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Kementerian Agama RI, Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya (Jakarta: Halim, 2013), h. 
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Abu al-Fida’ Muhammad bin Isma’il ibn Kasir, Tafsir al-Qur’an al-Azim, Juz II (Cet. I; 




kamu tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah olehmu seorang saja‛ kemudian 
dipertegas lagi dari penggalan ayat ‚Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak 
berbuat zalim‛, argumen ini dipertegas lagi dalam QS al-Nisa>’/4 :129. 
                          
                          
Terjemahnya: 
Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun 
kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu 
cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain 
terkatung-katung). Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri 
(dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengamun, Maha Penyayang.
6
 
Adapun pemahaman terhadap ayat 3 dan ayat 129 pada QS al-Nisa>’ tentang 
keadilan yang harus diwujudkan oleh seorang laki-laki yang berpoligami adalah adil 
secara menyeluruh yaitu materi dan immateri. Sebagaimana dikatakan oleh Ahmad 
Mustafa al-Maraghi bahwa, perbedaan penafsiran dalam ayat 3 lafaz     yang 
berarti adil dalam bentuk lahiriyah sedangkan ayat 129 pada lafaz    ان 
yang berarti adil dalam bentuk immateri (cinta kasih).
7
Dipertegas lagi oleh M. 
Quraish Shihab bahwa ayat 129 secarah menyeluruh mengandung hikmah poligami 
yakni berimplikasi pada perdamaian demi memelihara perkawinan apabila seoran 
istri rela dimadu meskipun poligami seringkali menjadikan suami tidak adil. Akan 
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Kementerian Agama RI, Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya (Jakarta: Halim, 2013), h. 
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Ahmad Mustafa al-Maragy, Tafsir al-Maragi, Juz IV Jilid II (Cet. III; Mesir: Babi al-Halabi, 
1974M/1394H), h. 180. 
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M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Vol. II (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 315. 
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Menyikapi kedua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
pernikahan dalam Islam adalah asas monogami tidak mutlak.Seorang laki-laki 
memungkinkan berpoligami selama sanggup memenuhi syarat-syarat yang 
ditetapkan oleh syari’at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Secara arti kata nikah berarti ‚bergabung‛ (ضم ), ‚hubungan kelamin‛ 
 adanya dua kemungkinan arti ini karena (عقد) ‛dan juga berarti ‚akad (وطء)
kata nikah yang terdapat dalam al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut. 
Kata nikah yang terdapat dalam QS al-Baqarah/2 :230  
                           
                            
  
Terjemahnya: 
Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka 
perempuan itu tidak halal lagi beginya sebelum dia menikah dengan suami 
yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada 
dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali 
jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, 




Makna dasar nikah adalah ‚penyatuan‛. Sedang zawāj berarti 
‚keberpasangan‛. Nikah diharapkan jiwa raga, cita-cita, harapan, upaya dan 
kesungguhan suami istri menyatu, karena mereka telah dinikahkan. Akan tetapi 
penyatuan itu bukanlah peleburan, karena masing-masing memiliki kepribadian dan 
identitasnya, sehingga pada hakikatnya mereka menjadi pasangan yang tidak dapat 
berfungsi kecuali bila bersama pasangannya.
10
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Sakinah, mawaddah, rahmah adalah Amanah Allah swt., cinta merupakan tali 
perekat perkawinan, sehingga kalau cinta pupus, mawaddah pun putus, mesti masih 
ada rahmat. Kalaupun rahmat tidak ada lagi, masih ada amanah.Asumsinya, selama 
pasangan itu beragama, amanahnya terpelihara, karena al-Qur’an memerintahkan. 
Kata sakinah, menurut Quraish Shihab, kata sakinah terambil dari akar kata 
sakanah, yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak.Itulah 
sebabnya, mengapa pisau dinamai sikkin.Karena alat yang menjadikan binatang 
yang disembelih tenang, tidak bergerak, setelah sebelumnya meronta-ronta.Namun, 
sakinah dalam konteks perkawinan adalah untuk menciptakan ketenagan yang 
dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang.
11
 Untuk mencapai keluarga 
sakinah, al-Qur’an antara lain menekankan perlunya kesiapan fisik, mental, dan 
ekonomi bagi yang ingin menikah, terutama pihak pria. Walaupun para wali juga 
diminta untuk tidak mempersoalkan kelemahan ekonomis sebagai alasan untuk 
menolak peminang.Bagi calon yang tidak memiliki kemampuan ekonomis, 
dianjurkan untuk menahan diri dan memelihara kesuciannya.
12
 Allah swt., 
menegaskan dalam firman pada QS al-Nu>r/24:32 
                            
            
Terjemahnya: 
Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan 
juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang 
laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi 
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Bagi calon yang tidak memiliki kemampuan ekonomi, dianjurkan untuk 
menahan diri dan memelihara kesuciannya dengan berpuasa sebagaimana di jelaskan 
dalam hadis rasulullah saw.,  
سَلم يَامَعشر وَ هللا صلى هللا عليه ل سوْرَ لَنَا َل ضِى هللاِ عَنْه قَاِد رَ عَنْ عَبْد هللاِ بْن مَسْعوْ
مَنْ لَمْ جِ وَ حْصَن لِلْفَرَْو اَ للِبَصَرِاغَض اَ فَاِنَه َوْج فَلْيَتَزََءةَ لبَاامِنْكمْ ع لسْتَطَاامَنِ َب لشَبَاا




Abdullah Ibnu Mas’ud ra berkata : Rasulullah saw., bersabda kepada kami 
‚Wahai generasi muda, baarang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga 
hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara 
kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat 
mengendalikanmu.‛ 
Mawaddah, menurut Quraish Shihab adalah kelapangan dada dan kekosongan 
jiwa dari kehendak buruk.Sesekali hatinya kesal sehingga cintanya pudar bahkan 
putus. Tetapi yang bersemai adalah hati mawaddah tidak lagi akan memutuskan 
hubungan, seperti yang bisa terjadi pada orang yang bercinta. Ini disebabkan karena 
hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan sehingga pintu-pintunya pun telah 
tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir dan batin (yang mungkin datang dari 
pasangannya).Begitu lebih kurang komentar pakar al-Qur’an Ibrahim al-Biqa’i (1480 
M) ketika menafsirkan ayat yang berbicara tentang mawaddah. 
Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul didalam hati akibat 
menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk 
memberdayakannya. Karena itu, dalam kehidupan keluarga, masing-masing suami 
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dan istri akan bersungguh-sungguh dan bersusah payah mewujudkan kebaikan bagi 
pasangannya. Keduanya menolak segala bentuk intervensi dari pihak lain yang bisa 
mengganggu dan mengeruhkan suasana kehidupan rumah tangganya.
15
 
Al-Qur’an menggaris bawahi hal ini dalam rangka jalinan perkawinan karena 
betapapun hebatnya seseorang, pasti mempunyai kelemahan dan betapapun 
lemahnya seseorang pasti ada juga unsur kekuatannya.Suami istri tidak luput dari 
keadaan demikian, sehingga suami dan istri harus berusaha untuk saling isi mengisi, 
menutupi kekurangan dengan kelebihan masing-masing.
16
 
Keakraban hubungan pasangan suami istri seperti digambarkan dalam QS al-
Baqarah/2:187 
                            
                           
                              
                           
                        
    
Terjemahnya: 
Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu.Mereka 
adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.Allah 
mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia 
menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka 
dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu, makan dan minumlah 
hinggajelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu 
fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan 
kamu campuri mereka, ketika kamu beri’tikaf dalam mesjid.Itulah ketentuan 
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Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.Demikianlah Allah menerangkan 
ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.
17
 
Ayat ini tidak hanya mengisyaratkan bahwa suami-istri saling membutuhkan 
sebagaimana kebutuhan manusia pada pakaian, tetapi juga suami-istri secara 
kondrati memiliki kekurangan, sehingga masing-masing pasangan harus bisa 
berfungsi ‚menutupi kekurangan pasangan‛ sebagaimana pakaian menutupi aurat 
(kekurangan) pemakainya. 
Pakaian adalah amanah, digaris bawahi oleh Rasulullah saw., dalam 
sabdanya, ‚Kalian menerima istri berdasarkan amanahAllah. Amanah adalah sesuatu 
yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberiannya. 
Karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanatkan itu, akan dipelihara dengan 
baik, sehingga keberadaan istri aman ditangan suami yang diberi amanah.‛ 
Kesediaan seorang istri untuk hidup bersama dengan seorang lelaki, dengan 
meninggalkan orang tua dan keluarga yang membesarkannya sejak kecil, untuk 
hidup bersama dengan penuh kerelaan dengan pria asing yang menjadi suaminya, 
serta bersedia membuka rahasianya yang paling dalam. Semua itu hal yang 
merupakan hal yang sesungguhnya mustahil terjadi, kecuali dirasa yakin bahwa 
kebahagiaannya bersama suami akan lebih besar dibanding dengan kebahagiaan 
dengan ibu bapak dna anggota keluarga lainnya. 
Keyakinan inilah yang ada pada seseorang isteri kepada suaminya dan itulah 
yang dinamakan mīśāqan ghalīẓa (perjanjian yang amat kokoh). QS al-
Nisā’/4:21 
                            
  
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Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal lamu telah bergaul 
satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah 
mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.
18
 
Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk 
segera melaksanakannya.Karena pernikahanan dapat mengurangi kemaksiatan, baik 
dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang 
berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal 
(fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw., untuk berpuasa. Orang 




Berkaitan dengan hal tersebut, penggunaan kata Mit}qa>n (perjanjian), 
menginspirasi makna yang sangat luhur, yaitu adanya loyalitas (kesetiaan), 
kepercayaan, perlindungan dan rasa cinta. Perjanjian ini, kedua belah pihak harus 
saling setia dan bukan berkhianat dan saling menyakiti.Keduanya harus bergaul 
dengan baik supaya dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun dan 
harmonis. 
Dalam istilah ahli fikih, disamping perkataan ‚mahar‛ juga dipakai perkataan 
‚ṣadaq‛; ‚nihlah‛ dan ‚farid}ah‛ dalam bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan 
maskawin.
20
 Makna dasar ṣadaq yaitu memberikan derma (dengan sesuatu), nihlah 
artinya pemberian farid}ahartinya memberikan.21 
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Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa nikah itu mengandung arti secara 
hakiki untuk hubungan kelamin.Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad 
adalah dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.Ulama 
golongan Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua 
kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam 
dua contoh ayat yang disebutkan sebelumnya. 
Beda pendapat dalam mengartikan kata nikah tersebut disini kelihatannya 
hanya masalah yang remeh, namun perbedaan tersebut berdampak jelas dalam 
beberapa masalah lainnya yang akan terlihat kemudian. 
Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang 
saling melengkapi.Perbedaan perumusan tersebut disebabkan oleh berbeda dalam 
titik pandangan. Di kalangan ulama syafi’iya rumusan yang biasa dipakai adalah 
:‚Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin 
dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.‛22 
Ulama golongan syafi’iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan 
diatas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan 
suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad 
tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul. 
Para ahli fikih biasa menggunakan rumusan definisi sebagaimana tersebut 
diatas dengan penjelasan sebagai berikut : 
1) Penggunaan lafaz akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu 
adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang 
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terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena 
peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau hubungan kelamin antara laki-
laki dan perempuan. 
2) Penggunaan ungkapan: (yang mengandung maksud membolehkan hubungan 
kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah 
terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah 
adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian akad itu adalah suatu 
usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalkan tidak boleh itu. 
3) Menggunakan kata  نكح  , yang berarti menggunakan lafaz na-ka-ha atau 
za-wa-ja mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan 
kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata 
na-ka-ha dan za-wa-ja, oleh karena dalam awal Islam disamping akad nikah itu 
ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan 
perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seseorang perempuan 
atau disebut juga ‚perbudakan‛. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini 
tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata ‚tasarri‛.23 
Perkawinan dilaksanakan untuk menaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah.Ibadah ada yang umum dan ada yang khusus. 
Ibadah umum adalah segala amalan yang diizinkanAllah sedangkan ibadah khusus 
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Perkawinan merupakan perbuatan ibadah dalam kategori ibadah umum, 
sehingga dalam melaksanakan perkawinan harus diketahui dan dilaksanakan aturan-
aturan perkawinan dalam Hukum Islam.
25
 
Fikih yang mengatur hal ihwal perkawinan ini disebut fiqh munākahāt. 
Munākahāt itu termasuk dalam lingkup muamalat dalam artian umum, yang 
mengatur hubungan antara sesama manusia. Masuknya munakahat itu kedalam 
lingkup muamalat karena memang mengatur hubungan antara suami dengan istri dan 
antara keduanya dengan anak-anak yang lahir, dalam kehidupan keluarga menurut 
keridhaan Allah swt. Kajian tentang perkawinan ini begitu luas karena menyangkut 




Para ahli hukum memberi beragam pengertian atau definisi perkawinan. 
Perbedaan itu tidaklah menunjukkan pertentangan yang tajam, namun hanya 
perbedaan sudut pandang. Thalib menjelaskan bahwa perbedaan itu lebih 
memperlihatkan keinginan para perumus mengenai banyaknya jumlah unsur-unsur 
yang hendak dimasukkan dalam perumusan di satu pihak, sedang dilain pihak 
dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan pengertian perkawinan, unsur 
yang lain dijelaskan dalam tujuan bukan perumusan.
27
 
Landasan perkawinan dengan nilai-nilai roh keislaman yakni sakinah, 
mawaddah dan rahmah yang dirumuskan dalam firman Allah dalam QS al-
Rūm/30:21. 
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                          
                 
Terjemahnya: 
Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu kasih dan 
sayang.Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
28
 
Keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang : 
1. Sakinah, artinya tenang 
2. Mawadah, keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan 
hal-hal yang bersifat jasmani. 
3. Rahmah, keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang 
berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.
29
 
Pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, 
karena intinya secara sederhana dapat disimpulkan hakikat nikah adalah 
menyempurnakan agama dan perjanjian antara calon suami isteri untuk 
membolehkan bergaul sebagai suami –istri guna membentuk suatu keluarga. 
2. Dasar hukum 
Nikah atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara 
seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, sehingga menimbulkan hak 
dan kewajiban antara keduanya. 
Pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa dalam perkawinan itu harus ada 
akad nikah.Masing-masing jenis (laki-laki dan perempuan) itu tidak mempunyai 
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hubungan kekeluargaan, baik yang berhubungan karena keturunan, karena 
sepesusuan ataupun sebab perkawinan.
30
 
Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh 
Allahswt.,yaitu kemakmuran dunia dengan jalanterpeliharanya perkembang biakkan 
umat manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah itu di syari’atkan oleh agama, 
perselisihan mereka diantaranya dalam hal hukum menikah. Dalil-dalil yang 
menunjukkan pensyariatan nikah dan hukumnya antara lain:
31
 
QS al-Nisā’/4 :3 
                             
                           
Terjemahnya: 
Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yatim (bilamana lkamu menikahi-nya), maka nikahilah perempuan 
(lain) yang kamu senangi:dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir 
tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba 




QS an-Nūr/24 :32 
                             
             
Terjemahnya: 
Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga 
orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki 
dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada 
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 حْصَنٌَوأَ غَضٌلِلْبَصَرِأَ  فَاِنَهٌ َوجْ فَلْيَتَزَ َءةَ لْبَاا عَ تَطَاسْامِنْ بِ لشَبَاا يَامَعْشَرَ
 )مسلمريولبحااهروا34:(ءٌ جَاوِ  لَهٌ فَإِنَهٌ مِ بِالصَوْ يَسْتَطِعْفَعَلَيْهِ مَنْلَمْوَ  جِ لِلْفَرْ
Artinya; 
Hai golongan pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup kawin, maka 
kawinlah, kaerna kawin itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara 
faraj (kehormatan) dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa 
karena berpuasa itu melemahkan syahwat. ‚tetapi aku sembahyang, tidur, 
berbuka dan kawin. Barang siapa yang tidak menyukai perjalananku 
(sunnahku), maka ia bukan umatku. (HR. Bukhari Muslim). 
Hukum menikah ditinjau dari kondisi perseorangan dengan berlandaskan pada 
kaidah ushul fiqh,35 
1) Wajib, terhadap orang yang terlalu berkobar-kobar nafsunya terhadap wanita 
dan tidak dapat mengendalikannya sedangdiamampu untuk menikah, maka 
hukumnya adalah fardlu, karena keadaannya telah meyakinkan bahwa tanpa 
menikah pasti akan jatuh ke perzinaan. Jika sekedar besar kemungkinan atau 
dikhawatirkan akan jatuh ke perzinaan, maka menurut pendapat golongan 
Hanafi hukumya adalah wajib, sedang menurut mazhab lain, kedua macam 
kondisi tersebut hukumnya adalah wajib dan tidak ada perbedaan antara fardlu 
dan wajib kecuali dalam bab haji. Sebagaimana keterangan hadis Nabi 
saw.,riwayat jamaah dari Ibnu Mas’ud, pernah nabi bersabda: ‚Hai, golongan 
pemuda! Bila diantara kamu ada yang mampu kawin hendaklah kawin, karena 
nantinya matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara. 
Dan bilamana belum mampu kawin, hendaklah berpuasa, karena puasa itu 
ibarat pengebiri.‛ Dalam kaitannya dengan hal itu Qurtuby berkata: ‚orang 
                                                             
34
Abiy ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il al-Bukhariy, Shahih al-Bukhariy, Jilid III (Bairut-
Libanon: Dar al-Ma’rifah, t.th.), h. 238 
35
Abd. Somad, Hukum Islam: Panoramaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, h. 270. 
37 
 
bujangnya yang sudah mampu kawin dan takut dirinya dan agamanya jadi 
rusak, sedang tak ada jalan untuk menyelamatkan diri kecuali dengan kawin, 
maka tak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya kawin. Jika nafsunya 
telah mendesaknya sedangkan tidak mampu untuk membelanjai istrinya, maka 
Allah swt., nanti akan melapangkan reskinya.‛ Karena hukumnya telah wajib 
maka jika seorang yang berada dalam kondisi demikian melaksanakan 
perkawinan, maka akan mendapatkan pahala, jika tidak kawin maka akan 
mendapat dosa, baik laki-laki atau wanita. 
2) Sunah, terhadap seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan mempunyai 
kesanggupan untuk menikah sedang tidak dikhawatirkan takut pada perzinaan. 
Jika dipunyai keinginan untuk menikah dengan niat memelihara diri atau 
mendapat keturunan maka hukum menikah baginya adalah sunah, tetapi kalau 
lebih diutamakan untuk menikah. Jika bukan diahli ibadah, maka lebih utama 
baginya untuk menikah. Menurut Imam Ahmad dari suatu riwayat sunah 
menikah bagi yang tidak berkeinginan untuk kawin walaupun tidak kawatir 
jatuh ke dalam perzinaan yangoleh karenanya menikah lebih utama dari 
ibadah-ibadah sunah. Sedang menurut menurut Ibnu Hazm, seorang yang 
berada dalam kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah 
wajib. Oleh karena hukumnya sunah, maka jika seseorang yang berada dalam 
kondisi demikian melaksanakan perkawinan akan mendapat pahala. Jika tidak 
kawin atau belum kawin, maka tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. 
Mubah, bagi seseorang (laki-laki) yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang 
mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan 
untuk kawin.  
38 
 
3) Makruh, bagi orang yang kalau menikah, dihawatirkan istrinya akan teraniaya, 
akan tetapi kalau tidak menikah akan jatuh pada perzinaan, karena manakala 
bertentangan antara hak Allah dan hak manusia, maka hak manusia 
diutamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak berzina. 
Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu 
memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena kaya dan 
tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Makruh bagi seseorang yang 
dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk hidup 
sehingga kalau kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan 
anak-anaknya. Jika seseorang dalam kondisi demikian kawin, maka tidak 
berdosa dan tidak mendapat pahala. Jika tidak kawin karena pertimbangan di 
atas, maka akan mendapat pahala.
36
 
4) Haram, bagi orang yang kalau menikah diyakini bahwa istrinya akan menderita 
dan teraniaya karena mempunyai mata pencaharian. Haram bagi seseorang 
yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta 
nafsunya pun mendesak. Kaitannya dengan hal ini Qurtuby berkata: ‚bila 
seorang laki-laki sadar tidak mampu membelanjai istrinya atau membayar 
maharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidak boleh kawin, sebelum 
terus terang menjelaskan keadaannya kepadanya, atau sampai datang saatnya 
mampu memenuhi hak-hak istrinya.begitu pulakalau karena suatu hal menjadi 
tak mampu menggauli istrinya, maka wajiblah diterangkan dengan terus terang 
agar perempuannya tidak tertipu olehnya. Haram hukumnya menikah apabila 
seorang laki-laki hendak kawin dengan seorang wanita dengan maksud untuk 
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menganiaya atau memperolok-olok atau berakibat secara langsung bagi 
penganiayaan terhadap wanita yang bersangkutan menurut perhitungan yang 
wajar dan umum. Jika seorang berada dalam situasi yang demikian, maka 
berdosa baginya kawin walaupun perkawinannya sah-jika telah memenuhi 
ketentuan formil yang telah ditentukan. Namun jika tidak kawin dengan 
maksud karena tidak diizinkan oleh al-Qur’an, maka akan mendapat pahala.
37
 
Perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting dan mulia untuk mengatur 
kehidupan rumah tangga dan keturunan.Tanpa perkawinan tidak mungkin seorang 
laki-laki dapat membentuk dan mengatur rumah tangga secara tertib dan 
teratur.perkawinan juga merupakan suatu dasar yang penting dalam memelihara 
kemaslahatan umum. Kalau tidak ada peraturan tentang perkawinan, maka manusia 
akan memperturutkan hawa nafsunya, yang pada gilirannya dapat menimbulkan 
bencana dalam masyarakat. 
Dilihat dari segi kondisi orang yang akan melaksankan nikah, makahukum 
nikah itu ada 5 (lima) yaitu :
38
 
1) Jaiz artinya diperbolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum pernikahan; 
2) Sunah, yaitu apabila orang yang akan melakukan pernikahan itu telah 
mempunyai keinginan, disamping itu juga telah mempunyai bekal hidup untuk 
membiayai atau memberi nafkah; 
3) Wajib, yaitu apabila orang yang akan melakukan pernikahan itu telah 
mempunyai bekal hidup untuk memberi nafkah yang cukup, disamping ada 
kekhawatiran terjerumus kedalam perbuatan maksiat atai zina. 
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4) Makruh, yaitu apabila orang yang akan melakukan pernikahan itu telah 
mempunyai keinginan atau hasrat yang kuat, tetapi belum mempunyai bekal 
untuk memberi nafkah; 
5) Haram, yaitu apabila orang yang akan melakukan pernikahan itu mempunyai 
niat buruk, seperti niat untuk menyakiti perempuan yang akan dinikahinya 
atau niat buruk lainnya. 
Dalam pernikahan mahar merupakan pemberian yang wajib dari mempelai 
lelaki kepada mempelai wanita. Dengan adanya mahar ini akan terbedakan antara 
pernikahan dengan perzinahan. Hal ini tampak dari firman Allah swt., dalam QS al-
Nisā’/4 :24 
                            
                                  
                         
             
Terjemahnya: 
Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan  yang bersuami, kecuali 
hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai 
ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-
perempuan) yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk 
menikahinya bukan untuk berzina.Maka karena kenikmatan yang telah kamu 
dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu 
kewajiban.Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling 




3. Rukun dan syarat nikah 
Sahnya pernikahan, para ulama telah merumuskan sekian banyak rukun atau 
syarat yang mereka pahami dari ayat-ayat al-Qur’an maupun hadis-hadis Nabi 
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saw.Adanya calon suami atau istri, wali, dua orang saksi, mahar, ijab dan kabul, 
merupakan rukun atau syarat yang rinciannya dapat berbeda. Calon istri haruslah 
seorang yang tidak sedang terikat pernikahan dengan pria lain, tidak dalam keadaan 
‘iddah’ (masa menunggu\), baik karena wafat suaminya atau karena dicerai, hamil 
atau tidak pula  termasuk mereka yang terlarang dinikahi. 
Al-Qur’an mengisyaratkan hal ini dengan firman-Nya yang ditujukan kepada 
para wali: QS al-Baqarah/2:232. 
                          
                                 
                
Terjemahnya: 
Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka 
jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila 
telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang 
dinasihatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah 
dan hari akhir, itu lebih suci bagimu dan lebih bersih.Dan Allah mengetahui, 
sedangkan kamu tidak mengetahui.
40
 
Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang 
menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua 
kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan 
sesuatu yang harus diadaan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan 
syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya 
tidak ada atau tidak lengkap.Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi 
bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada dari segi bahwa rukun itu adalah 
sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang 
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mengejudkannya.Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak 
merupakan unsurnya.Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat 
yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun.Adapula syarat itu berdiri 
sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.
41
 
Rukun nikah adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk melangsungkan 
suatu pernikahan. Rukun nikah terdiri atas: 
42
 
1) Calon suami, syaratnya antara lain beragama Islam, benar-benar pria, tidak 
karena terpaksa, bukan mahram (perempuan calon istri), tidak sedang ihram, 
haji atau Umrh, dan usia sekurang-kurangnya 19 tahun. 
2) Calon istri, syaratnya antara lain beragam Islam, benar-benar perempuan, tidak 
karena terpaksa, halal bagi calon suami, tidak bersuami, tidak sedang ihram, 
haji atau umrah, dan usia sekurang-kurangnya 16 tahun. 
3) Sighat aqad, yang terdiri atas ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini dilakukan oleh 
wali mempelai perempuan dan mempeai laki-laki, Ijab diucapkan oleh wali 
mempelai perempuan dan qabul diucapkan oleh wali mempelai laki-laki 
4) Wali mempelai perempuan, syaratnya laki-laki, beragama Islam, baligh 
(dewasa) dan tidak sedang Ihram, Haji atau Umrah. Wali inilah yang 
menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan atau 
mengizinkan pernikahannya. 
Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan 
kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan suami, 
dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu dan 
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mahar. Para ulama  jumhur menetapkan akad, kedua mempelai, wali perempuan dan 
saksi sebagai rukun dari perkawinan itu tidak sah, sedangkan mahar ditempatkan 
sebagai syarat dalam arti tidak menentukan kelangsungan akad nikah, namun harus 
dilaksanakan dalam masa perkawinan.
43
 
Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri.jadi tanpa 
adanya salah satu rukun, maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan.Sedangkan 
yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang mesti ada dalam 
perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari pada hakekat perkawinan 
itu. 
Pernikahan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat 
sebagaimana ibadah lainnya.Syarat dimaksud, tersirat dalam Undang-undang 
Perkawinan dan KHI yang dirumuskan sebagai berikut.
44
 
1) Syarat-syarat calon mempelai pria adalah  
a) Beragama Islam; 
b) Laki-laki; 
c) Jelas orangnya; 
d) Dapat memberikan persetujuan; 
e) Tidak terdapat halangan perkawinan. 
2) Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah 
a) Beragama Islam; 
b) Perempuan; 
c) Jelas Orangnya; 
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d) Dapat dimintai persetujuan; 
e) Tidak terdapat halangan pernikahan. 
Adapun rukun perkawinan tersebut, antara fuqaha yang satu dengan fuqaha 
lainnya berbeda rinciannya sebagaimana yang dikemukakan oleh ‘Abd al-Rahman al-
Jaziriy, yaitu: 





3) Calon mempelai perempuan 
4) Siqat 
Menurut Ulama Syafi’iyah, rukun perkawinan adalah
46
 
1) Calon mempelai laki-laki, 
2) Calon mepelai perempuan 
3) Wali 
4) Dua orang saksi, 
5) Siqat 
Ulama Hanafiyah, rukun perkawinan adalah
47
 
1) Calon mempelai laki-laki, 
2) Calon mempelai perempuan, 
3) Dua orang saksi, 
4) Siqat 
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B. Eksistensi dan Urgensi Mahar dalam al-Qur’an  
1. Pengertian Mahar 
Kata mahar berasal dari bahasa Arab yaitu al-Mahr, jamaknya al-Muhur atau 
al-Muhurah.48 Menurut bahasa, kata al-mahr bermakna al-sadaq yang dalam bahasa 
Indonesia lebih umum dikenal dengan :maskawin‛
49
 yaitu pemberian wajib dari 
calon suami kepada calon istri ketika berlangsungnya acara akad nikah diantara 
keduanya untuk menuju kehidupan bersama sebagai suami istri.
50
 
Kitab Subul al-Salam Syarah Bulug al-Maram menjelaskan bahwa mahar 
mempunyai delapan nama yaitu Mahar mempunyai delapan nama yang dinadzamkan 
dalam perkataannya: shadaq,  mahar, nihlah, faridhah, hiba’, ujr, ‘uqr, ‘alaiq‛. 
Beberapa kata tersebut merupakan istilah lain dari kata mahar, hal juga 
terdapat di dalam al-Qur’an seperti: 
1. Ujr, jamak dari kata ajrum, yang artinya ganjaran atau hadiah,51 terdapat 
dalam QS al-Nisa/4 :24 dan QS al-Maidah/5 :5. 
2. Farid}ah, artinya kewajiban atau menetapkan52 maksudnya sesuatu yang 
diwajibkan atau suatu bagian yang ditetapkan, terdapat dalam QS al-
Baqarah/2 :236. 
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Selanjutnya dalam kamus al-Munjid, kata mahar dapat dilihat dalam berbagai 
bentuknyayang artinya tanda pengikat.
53
 
Mengenai pengertian secara umum dapat di lihat dari pendapat para ulama 
dari ahli hukum Islam berikut: 
1. W.J.S Poerwadarminta, mahar adalah pemberian dari mempelai laki-laki 
kepada pengantin perempuan.
54
 Pengertian yang sama dijumpai dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahsa, mahar berarti pemberian 
wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai 
perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.
55
 
2. ‘Abdurrahman al-Jaziri, maskawin adalah nama suatu benda yang wajib 
diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam 
akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu 
untuk hidup bersama sebagai suami istri.
56
 
Mahar secara etimologi artinya maskawin.Secara terminologi, mahar ialah 
‚pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon 
suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, 
atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik 
dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar).Menurut kalangan 
fuqaha adalah pemberian wajib berupa uang dan barang dari mempelai laki-laki 
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kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar merupakan 
salah satu unsur penting dalam proses pernikahan.
57
 
Mahar atau maskawin adalah pemberian berupa uang atau barang dai 
mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. 
Mahar merupakan salah satu unsur penting dalam proses pernikahan.Terdapat 
beberapa definisi yang dikemukakan ulama mazhab Hanafi mendefinisikan mahar 
sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau 
disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya.Kemudian ulama mazhab 
Maliki mendefinisikan sebagai sesuatu yang menjadi istri halal untu digauli.Ulama 
mazhab syafi’i mendefinisikan sebagai harta yang wajib dibayarkan suami kepada 
istrinya ketika berlangsung akad nikah sebagai imbalan dari kesediaan penyerahan 
kepada suami (senggama).Mazhab Hambali mengartikan sebagai imbalan suatu 
perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad 
dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim.
58
 
Sebagaimana akad yang lain, akad nikah juga mengakibatkan munculnya hak 
dan kewajiban. Menurut ulama mazhab Hanafi, dalam perkawinan ada hubungan 
timbal balik antara pemberian suami dan hak senggama ileh suami terhadap istrinya 
setelah akad nikah.Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa dalam suatu akad 
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Kata mahar yang telah menjadi bahasa Indonesia berasalah dari bahasa Arab 
al-mahr, jamaknya al-muhur atau al-muhrah. Kata yang bermakna dengan mahar 
adalah al-s}adaq, nihlah, farid}ah, ajr, hiba’, ‘uqr, ‘ala’iq, t}aul dan nikah.  Kata-kata ini 
di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan mahar atau mas kawin. 
Mahar atau disebut juga ṣadaq ialah pemberian khusus laki-laki kepada 
perempuan yang melangsungkan perkawinan pada waktu akad nikah.
60
 
Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita 
dengan memberikan hak kepadanya, diantara adalah hak untuk menerima mahar 
(maskawin).Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan 
kepada wanita lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain 
tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, 
kecuali dengan ridha dan kerelaan istri. 
Adapun pengertian mahar dalam KHI adalah pemberian dari calon mempelai 
pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang 
tidak bertentangan dengan hukum Islam. 
Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai 
wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan 




Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manār-nya, sebagaimana dikutip 
Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa dalam al-Qur’an, sebutan mahar dengan 
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lafadz al-Nihlah adalah sebuah pemberian yang ikhlas sebagai bukti ikatan 
kekerabatan serta kasih sayang.
62
 
Dalam tradisi Arab, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh, mahar itu 
meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangjsungnya akad nikah, 
dalam arti diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad 
nikah.Definisi yang diberikan oleh ulama sejalan dengan tradisi yang berlaku waktu 
itu.Oleh karena itu, definisi tepat yang dapat mencakup dua kemungkinan itu adalah 
‚pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan 




Mahar disebut dalam al-Qur’an dengan kata :
64
 
a. Ujū-r  dalam QS al-Nisā’/4:24 dan QS al-Māidah/5 :5 
b. S}aduqa dalam QS al-Nisā’/4 :4 
c. Farid}a dalam QS al-Baqarah/2 :236  
d. Mahr  dalam sebuah Hadis Nabi)  
Mahar adalah harta atau pekerjaan yang diberikan kepada perempuan oleh 
seorang laki-laki kepada perempuan sebagai dalam sebuah pernikahan dengan 
kerelaan dan kesepakatan bersama. 
2. Mahar Simbol Kehormatan Wanita 
Pembahasan menyangkut kedudukan wanita, terlebih dahulu mendudukan 
pandangan al-Qur’an tentang asal kejadian perempuan dalam QS al-Hujura>t/49 :13 
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                                
                  
Terjemahnya: 
Wahai manusia sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan, kemudia Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal.Sungguh, yang paling mulia 
di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, 
Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.
65
 
Ayat tersebut berbicara tentang asal kejadian manusia dari seorang lelaki dan 
perempuan sekaligus berbicara tentang kemuliaan manusia baik lelaki atau jenis 
kelamin, tetapi ketaqwaan kepada Allah swt., secara tegas dapat dikatakan bahwa 
perempuan dalam pandangan al-Qur’an mempunyai kedudukan terhormat. 
Mahmud Syaltut dalam bukunya Min Taujihad al-Islam menulis, bahwa: 
‚Tabi’at kemanusian antara lelaki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) 
sama. Allah swt.,telah menganugerahkan kepada perempuan, sebagaimana 
menganugerahkan kepada lelaki potensi dan kemampuan yang cukup untuk 
memikul tanggung jawab dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat 
melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupu khusus.‛
66
 
Nash yang cukup populer dijadikan berometer dalam pembicaraan tentang 
asala kejadian perempuan dalam QS al-Nisā’/4 :1 
                        
                                 
     
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Wahai Manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu 
dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari 
(diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan 
perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya 
kamu saling meminta.Dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan.Sesungguhnya 
Allah selalu menjaga dan mengawasimu. 
Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Mana>r, tidak berpendapat bahwa ‚nafs}‛ 
adalah Adam.Abduh memahami ‚nafh‛ dalam arti ‘jenis‛.67 Namun demikian, paling 
tidak pendapat yang mengatakan ‚nafs‛ berarti ‚Adam‛ adalah pendapat Mayoritas 
ulama, seperti yang titulis oleh tim penerjemah al-Qur’an yang diterbitkan oleh 
Departemen Agama. 
Para penafsir terdahulu memahami bahwa istri Adam  (perempua) diciptakan 
dari Adam sendiri. pandangan ini kemudian melahirkan pemahaman yang negatif 
terhadap perempuan dengan menyatakan bahwa perempuan adalah bagian dari 
lelaki, tanpa lelaki perempuan tidak ada. 
Al-Qurt}u>bi menekankan bahwa istri Adam itu diciptakan dari tulang rusuk 
Adam sebelah kiri yang bengkok, karena itu wanita bersifat ‚auja‛ (bengkok atau 
tidak lurus). Kitab-kitab tafsir terdahulu hampir sepakat mengartikan demikian. 





Saling pesan-pesanlah untuk berbuat baik kepada wanita, karena mereka 
diciptakan dari tulung rusuk yang paling bengkok. 
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Ulama-ulama terdahulu memehami hadis tersebut secara harfiah.Namun 
tidak sedikit ulama kontemporer memahaminya seara metafora, bahkan ada yang 
menolak keshahihan (kebenaran) hadis tersebut. 
Kalangan yang memahami secara metafora berpendapat bahwa hadis tersebut 
memperingatkan pada lelaki agar menghadapi wanita dengan kebijaksanaan, karena 
ada sifat karakter dan kecenderungan meeka yang tidak sama dengan lelaki. Mereka 
tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan wanita, kalaupun mereka 




Tafsir al-Miza>n oleh at}-T}abat}aba>’i menulis bahwa ayat tersebut menegaskan 
bahwa wanita (Hawa) diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam. Ayat tersebut 
sedikit pun tidak mendukung paham sementara mufassir yang beranggapan bahwa 
wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam.
70
 
Demikian dikatakan bahwa tidak ada satu petunjuk yang pasti dari ayat al-
Qur’an yang dapat dikatakan bahwa wanita diciptakan dari tulang ruuk atau unsur 
penciptaannya berbeda dengan lelaki. Ide ini sebagaimana yang ditulis Rasyid Ridha 
dalam Tafsir Manarnya, timbul dari ide yang bermaktub dalam perjanjian lama 
(kejadian II: 21-22) yang menyatakan bahwa ketika Adam tidur lelap, maka diambil 
oleh Allah sebuah tulang rusuknya, lalu tempat tulang itu ditutup dengan daging. 
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Salah satu petunjuk dalam al-Qur’an sebagai pengantar bahwa wanita 
diciptakan dari tulang rusuk atau unsur penciptaannya berbeda dengan lelaki. 
3. Dasar Hukum Mahar 
Hukum memberikan mahar itu adalah wajib dengan arti laki-aki yang 
mengawini seorang perempuan mesti menyerahkan mahar kepada istrinya itu.Dalam 
menempatkannya sebagai rukun terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama.Ada 






Dasar kewajiban menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam al-Qur’an dan 
dalam hadis Nabi. Dalil dalam ayat al-Qur’an adalah firman Allah dalam QS al-
Nisā’/4 :4 
                              
  
Terjemahnya: 
Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) 
sebagai pemberian yang penuh kerelaan.Kemudian, jika mereka menyerahkan 
kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan hati, maka terimalah dan 
nikmatilah pemberian itu dengan sengan hati.
74
 
Ayat al-Qur’an tersebut, dapat dipahami bahwa maskawin disebut 
ṣadaqat.S}adaqat berasal dari rumpun kata ṣidiq, ṣadaq, dan/atau ṣadaqah yang 
bermakna perasaan jujur dan hati yang suci. Artinya harta yang diperoleh secara 
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jujur (halal) yang kemudian diberikan kepada calon istri yang didasari oleh 
keikhlasan. Juga dipahami bahwa para ulama telah menetapkan bahwa mahar itu 
hukumnya wajib berdasarkan al-Qur’an, sunnah dan Ijmak.
75
Mahar oleh para ulama 
ditempatkan sebagai syarat sahnya nikah seperti yang dijelaskan oleh Ibn Rusyd di 
dalam Bidayah al-Mujtahidnya. 
   yang berarti maskawin, dalam ayat ini dinamai ( تصدقا ) bentuk 
jamak dari kata ( قةصد  )yang terambil dari akar yang berarti ‚kebenaran‛ ini 
karena kebenaran janji, diartikan pula dalam kamus al-munawwir yaitu ‚benar, 
nyata, berkata benar, menepati janji‛
76
Olehnya itu maskawin bukan hanya lambang 
yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dengan 
mengandung kebutuhan istrinya, akan tetapi lebih dari itu, lambang dari janji untuk 
tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga khususnya rahasia terdalam yang 
tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali kepada suaminya.
77
 
Kata Nihlah dalam ayat tersebut bermakna ‚kerelaan‛, diartikan juga dalam 
kamus al-Munawwir ‚maskawin, lebah, kumbang‛78 pemberian tanpa ganti rugi. Nas 
ini membatasi makna mahar dan mebegaskan bahwa mahar bukan sekedar harta 
yang dibayar sebagai ganti dari apa yang diberikan wanita dari dirinya, namun 
merupakan hadiah yang diberikan pria kepada wanita sebagai konsekuensi wajib dari 
suatu akad nikah, yang boleh jadi untuk menarik kecintaan sang kekasih (wanita) 
dan boleh jadi karena pria dalam tradisi masyarakat umum banyak mengambil 
manfaat dari perkawinan, sebagai ganti dari apa yang diberikan wanita dari sisinya 
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kepada pria. Ini memberikan inspirasi tentang perlunya pria memberikan sesuatu 




Dari pengertian tersebut dipahami bahwa mahar tidak seperti proses 
pertukaran, tetapi berkaitan dengan aspek inspirasi, seakan-akan ketika seseorang 
memberikan sesuatu kepada orang lain, maka secara alami orang lain dituntut untuk 
merespon apa yang diberikan oleh orang yang pertama dan memberinya sesuatu 
sebagai ganti darinya.mahar dalam istilah syariat adalah apa yang diberikan pria 
kepada wanita dalam akad perkawinan, baik berupa harta atau yang lainnya tanpa 
ganti rugi apapun dan harus diberikan kepada wanita atas dasar kerelaan. 
Suami berkewajiban memberikan maskawin kepada calon istrinya.Maskawin 
adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir 
kepada istri dan anak-anaknya. Selama mahar itu bersifat simbolis atau sekedar 
formalitas, maka jumlahnya sedikit pun tidak ada masalah. Hal ini sejalan dengan 
penjelasan Rasulullah saw., ‚sebaik-baik maskawin adalah seringan-ringanya.‛80. 
maksud dari hadis tersebut adalah, jangan sampai karena masalah maskawin menjadi 
faktor yang memberatkan pria, sehingga tidak bisa menikah. Bila pihak pria merasa 
mampu, maka tidak ada larangan untuk memberi sebanyak mungkin maskawin 
kepada calon istrinya.
81
Namun, pernikahan pada dasarnya bukanlah akad jual beli, 
dan mahar bukanlah menjadi harga seorang wanita. 
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Adapun dalil dari hadis diantaranya adalah sabda Nabi saw yang berasal dari 
Sahal bin Sa’ad al-Sa’idi dalam suatu kisah panjang dalam bentuk muttafaq alaih: 
 هُتُء اجَسلموصلى هللا عليه لنبيا ان ديسع بن سهل عن
 مَ اقَفَ ال يْوِطَ اام يَقِ تْامَقَفَ كَلَ ىسٍفْنَ تُبْهَوَ  دْيقَنِا هللا لسور يا تْالَقَفَ أة  رَمْأ
صلى  هللا لسور لفقا ة اجَحَ كَلَ نْكُيَ مْلَ نْ ٳِ  اهَيْنِِجْوَ زَ  هللا لسور يا لَقَفَ لٌجُرَ 
 لفقا اهُيَٳِ  اَهُقدِصْتُ ء ىيْشَنْمِ ك َدْنِعلْهَ :سلم وهللا عليه 
سلم وهللا صلى هللا عليه  لسور لفقا اَذَه ىارِ زَ إِ  الَٳ ىدِنْماعِ
َ نْ إ  اشيئ دُجِاَ ا مَ لفقا ائ يْشَ ْسِملَت فا كَلَارَ زَ إِ الَ َتْسَلَج ك ارَ إزَ  اهَتَيْطَعْ ا
 لفقا ائ يْشَ دُجِيَ مْلَفََسَملَتفا دِيْدِحَ نْمِ امَاتَخَ وْلَوَ  ْسِملَتا لفقا
لنبيصلى هللا عليه اهل
 اكذَ ةُ رَ وْسُوَ  [944:]صاذَكَةُ رَ وْسُمْعَنَلقاء ْيَشنِ اَ رْلقُانَمِكَعَمِلْهَسلمو
 دْقَ سلمولنبيصلى هللا عليه ا هل لفقا اَهْيِمَسُي رِ وَُسلِ
 82همسلمروا. نِ اَ رْقُلْا نَمِ كَعَمَ امَبِ اَهَكُتْجو ز  
Artinya: 
Rasulullah saw., didatangi seorang perempuan, kemudian mengatakan ‚wahai 
Rasulullah saw. sungguh aku telah menyerahkan diriku kepada engkau‛, maka 
berdirilah wanita itu agak lama tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan berkata 
‚wahai Raslullah saw., jodohkan saja dia dengan aku sekiranya engkau kurang 
berkenan‛̀ rasulullah saw., bersabda ‚apakah kamu mempunyai sesuatu, untuk 
kamu berikan kepadanya (sebagai mahar)?‛̀ laki-laki itu menjawab ‚saya tidak 
memiliki apa-apa selain sarungku ini‛` Rasul bersabda ‚kalau kamu berikan 
sarung itu kepadanya. Tentu kamu duduk tanpa busana, karena itu carilah 
sesuatu‛! laki-laki itu berkata ‚Aku tidak mendapati sesuatu‛. Rasul bersabda 
(lagi) ‚Carilah, walaupun sekedar cincin besi‛! Maka laki-laki itu mencari dan 
tidak mendapati sesuatu. Lalu Rasul menanyakan lagi ‚apakah kamu ada 
sesuatu dari al-Qur’an?‛ maka ia menjawab, ‚ya. Surat ini, dan surat ini, 
menyebut beberapa surat‛.Maka kamu dengannya, dengan (mahar) apa yang 
kamu miliki dari al-Qur’an‛. (Riwayat Muslim) 
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Mahar itu adalah suatu yang wajib diadakan dan dijelaskan bentuk dan 
harganya pada waktu akad.Bila tidak disebutkan pada waktu akad, maka 
kewajibannya itu harus ditunaikannya selama masa perkawinan sampai putus 
perkawinan dalam bentuk kematian atau perceraian.
83
 
Pernikahan tidak menjadi batal lantaran rusaknya mahar.Demikian menurut 




Demikian kendatipun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah 
harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya, bentuk 
dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak pula boleh 
mengesankan asal ada atau apa adanya, sehingga calon istri tidak merasa dilecehkan 
atau disepelekan. 
4. Syarat-syarat Mahar 
Pada umumnya mahar itu dalam bentuk uang atau barang berharga 
lainnya.Namun syari’at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa 
melakukan sesuatu.Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam al-Qur’an 
dan demikian pula dalam hadis Nabi.
85
 
Mengenai syarat-syarat mahar, ulama mengemukakan tiga syarat. 1) suatu 
benda yang boleh dimiliki dan halal diperjualbelikan. Babi dan minuman keras tidak 
boleh dijadikan mahar, karena keduanya bukanlah harta yang halal bagi Umat Islam, 
2) mahar itu jelas jenis dan jumlahnya. 3) tidak terdapat unsur tipuan. Ulama hanafi 
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menambahkan syarat keempat, yaitu mahar yang diberikan itu harus dalam nikah 
yang sah, bukan nikah yang sifat fasid.
86
 




a. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun 
tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar 
sedikit tapi bernilai maka tetap sah. 
b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi 
atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga. 
c. Barangnya bukan barang gasab. Gasab artinya mengambil barang milik  orang 
lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat 
untuk mengembalikannya kelak.Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab 
tidak sah, tetapi akadnya tetap sah. 
d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan 
barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya. 
5. Macam-macam Mahar 
Para ahli fikih mengemukakan 3 (tiga) bentuk mahar, yaitu : 
a. Mahar al-Musamma, yaitu mahar yang dinyatakan secara jelas dalam akad. 
Termasuk dalam mahar al-Musamma adalah sesuatu yang diberikan suami kepada 
istrinya sebelum dan sesudah perhelatan perkawinan, seperti pakaian pengantin, 
sesuai dengan adat-istiadat yang berlaku. 
                                                             
86
Abd.Al-Jabbar, Syarh Ushul al-Khamsah (Kairo: Maktabah Wahbah, 1975), h. 75. 
87
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, h. 87. 
59 
 
b. Mahar al-Miśl.88 Dalam menentukan mahar jenis ini terdapat perbedaan 
pendapat di kalangan pakar fikih. Ulama Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa 
mahar tersebut adalah sejumlah mahar yang sama nilainya dengan mahar yang 
diterima oleh perempuan yang menikah dari pihak ayahnya (seperti adik/kakak 
perempuan dan kemanakan perempuan ayah). Karena itu, setiap daerah 
mempunyai ketentuan mahar yang sudah pasti, maka ukuran yang diambil adalah 
kebiasaan yang berlaku dalam perkawinan keluarga ayah wanita tersebut Ulama 
Mazhab Hanbali menyatakan bahwa mahar al-Miśl itu adalah sejumlah mahar 
yang berlaku bagi keluarga wanita tersebut dari pihak ayah dan ibu (seperti 
adik/kakak perempuan ayah/ibu). Hal ini didasarkan pada sebuah hadis  yang 
diriwayatkan Ahmad bin Hambal. Ulama Mazhab Maliki dan Syafi’i menyatakan 
bahwa mahar al-Miśl itu dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku dalam 
keluarga tersebut ketika melangsungkan perkawinan seorang wanita. 
Mahar al-Miśl. Diwajibkan dalam tiga kemungkinan, yaitu: 
1) Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan suami sekali mahar atau 
jumlahnya 
2) Suami menyebutkan mahar Musamma, namun mahar tersebut tidak memenuhi 
syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah 
minuman keras. 
3) Suami ada menyebutkan mahar Musamma. Namun kemudian suami istri 
berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat 
diselelsaikan. 
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Cara menentukan mahar al-Miśl ialah dengan memperhatikan mahar pihak 
ashabahnya (pihak bapak perempuan). Apabila wanita itu sama cantiknya, pandainya 
dan lain-lain dengan saudaranya dari pihak ashabahnya itu, maka mahar baru 
disamakan dengan mahar saudaranya dari pihak ashabah itu. Jika tidak dapat 
diketahui mahar dari pihak ashabah itu karena belum ada yang kawin, maka beralih 
kepada pihak ibunya. 
Mazhab Syafi’i dan Hanbali menyatakan tidak ada batas minimal kriteria 
yang mereka kemukakan adalah setiap yang bernilai harta dan sah diperjualbelikan 
boleh dijadikan mahar.Jika yang dijadikan mahar sesuatu yang tidak bernilai arta, 
maka suami tersebut wajib membayar mahar al-Misl.
89
 
Jika dari pihak juga tidak ada, maka menurut al-Mawardi, saudara ibu 
didahulukan dari pada nenek, kalau semua yang tersebut itu sukar diketahui, maka 
kalau melihat wanita lain (diluar ikatan keluarga) seperti perempuan Arab sesama 
Arabnya, perempuan merdeka dengan sesama merdekanya dan seterusnya.
90
 
c. Mahar sirr dimaksudkan mahar yang tidak diucapkan pada akad nikah, namun 
telah disepakati jumlahnya sebelum akad nikah dilangsungkan. 
Adapun mahar al-musamma wajib dibayarkan suami sesuai dengan jumlah 
yang disepakati dalam akad. Mengenai mahar al-Miśl, ulama menyatakan bahwa 
kewajiban membayar mahar tersebut muncul dalam keadaan-keadaan: 
a. Apabila suami dan istri sepakat untuk tidak memakai mahar dalam perkawinan 
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b. Apabila dalam perkawinan tidak disebutkan jumlah dan jenis mahar oleh suami. 
c. Benda yang dijadikan mahar tidak bernilai harta dalam Islam misalnya: minuan 
keras, narkoba, anjing dan babi. 
Jadi mahar yang sah adalah mahar yang dapat dibayar secara tunai ketika 
akad dan dapat ditunda pembayarannya. Selain itu, ada beberapa hal menjadikan 
gugurnya mahar, yaitu : 
a. Terjadi perpisahan antara suami dan istri selain dengan talak sebelum terjadi 
hubungan seksual. 
b. Terjadi khuluk sebelum dan sesudah hubungan seksual dan ganti ruginya adalah 
mahar. 
c. Istri menghibahkan mahar seluruhnya kepada suami, dengan syarat istri intelek 
dalam hal hukum syara’.
91
 
6. Jumlah Mahar 
Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu 
tidak ada batas tertinggi.Kemudian mereka berelisih pendapat tentang batas 
rendahnya. 
Imam Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu S|aur dan Fuqaha Madinah dari kalangan 
tabi’in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas rendahnya. Segala sesuatu 
yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini 
juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik. 
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Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah 
sepuluh dirham. Riwayat yang lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang 
mengatakan empat puluh dirham. 
Pangkal silang pendapat ini, menurut Ibnu Rusydi, terjadi karena dua hal, 
yaitu : 
1. Ketidak jelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu 
jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik 
sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya 
sebagai ibadah yang sudah ada ketentuan. Demikian itu, karena ditinjau dari 
segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk 
selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi, ditinjau dari 
segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka 
hal itu mirip dengan ibadah.
92
 
2. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan 
mahar dengan mahfum hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. 
Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu 
ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.
93
 
Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi Saw, ‚nikahlah walaupun hanya 
dengan cincin besi‛ adalah dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan 
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Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah 
maksimum dari maskawin.Hal ini disebabkan oleh peredaan tingkatan kemampuan 
manusia dalam memberinya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk 
memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya.Sebaliknya, 
orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya.
95
 
Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang 
berharga lainnya.Namun syariat Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa 
melakukan sesuatu.Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Jumhur ulama. Mahar 
dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam al-Qur’an dan demikian pula dalam 
hadis Nabi saw., contoh mahar dalam bentuk jasa dalam al-Qur’an ialah 
mengembalakan kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang 
perempuan. Hal ini dikisahkan dalam QS al-Qaṣaṣ/28 : 27 
                          
                            
      
Terjemahnya: 
Dia (Syu’aib) berkata, ‚sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan 
engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan 
ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun, dan jika 
engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, 
dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan 
mendapatiku termasuk orang yang baik. 
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Maksud dari ayat diatas adalah ada orang tua yang berkata dengan seorang 
laki-laki jika kamu berkerja dengan saya maka saya akan menikahkan kamu dengan 
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salah satu anakku. Dengan kata lain berarti suatu pekerjaan dapat menjadi sebuah 
mahar. Misalnya, mengajarkan membaca al-Qur’an, mengajarkan ilmu agama, 
bekerja dipabriknya, menggembalakan ternaknya, dan lain sebagainya. 
Banyaknya maskawin itu tidak dibatasi oleh syariat Islam, melainkan 
menurut kemampuan suami beserta keridhaan istri. Suami hendaklah benar-benar 
saggup membayarnya, karena mahar itu apabila telah ditetapkan, maka jumlahnya 
menjadi utang atas suami dan wajib dibayar sebagaimana halnya utang kepada orang 
lain. Kalau tidak dibayar, akan dimintai pertanggungjawabannya. Janganlah 
terperdaya dengan kebiasaan bermegah-megah dengan banyak mahar sehingga laki-




Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas 
rendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling 
sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa 
dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. 
Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah 
sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakanlima dirham, ada lagi yang 
mengatakan empat puluh dirham.
98
 
Pangkal silang pendapat ini kata Ibnu Rusy ada dua hal, yaitu : 
a. Ketidakjelasan akad nikah sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis 
pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti baik sedikit 
maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah 
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yang sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa 
dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka 
perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya 
larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu 
mirip dengan ibadah. 
b. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar 
dengan mafhum hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang 
menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan 
ibadah itu sudah ada ketentuannya. 
Para ulama sepakat bahwa nash tidak menentukan jumlah mahar yang harus 
dibayarkan kepada suami terhadap istrinya. Hal ini berdasarkan pada Firman Allah 
swt., QS al-Nisa>’/4 :20 
                            
                    
Terjemahnya: 
Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedang kamu 
telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka 
jangan lah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah 
kamu akan mengambil kembali jalan tuduhan yang dusta dan dengan 
(menanggung)  dosa yang nyata.
99
 
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa dianjurkan agar mahar itu 
disederhanakan dan begitu juga yang dikatan oleh hadis Nabi Muhammad saw., yang 
artinya bahwa nikah yang paling besar berkahnya adalah nikah yang sedikit 
maharnya.  
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Kemudian kandungan berikutnya adalah keharusan untuk memberi 
kemudahan dalam persoalan mahar, terbukti ketika Rasulullah saw., memerintahkan 
untuk mencari materi dengan tiga kali perintah, kemudian kembali pada jasa hafalan 
al-Qur’an. sesungguhnya mahar adalah simbol kesiapan dan kesediaan suami untuk 
memberi nafkah kepada kepada istri dan anak-anaknya, dan selama mahar itu 
bersifat lambang, maka sedikit pun jadi. Abu Daud menulis dalam kitab sunannya 
‚sebaik-baik mahar adalah seringan-ringannya).
100
 
Begitu sabda Nabi saw., walaupun al-Qur’an tidak melarang untuk sebanyak 
mungkin mahar , karena pernikahan bukan akad jual beli, dan mahar bukan harga 
seorang wanita. Menurut al-Qur’an, suami tidak boleh mengambil kembali mahar itu 
kecuali bila istri merelakannya.
101
 
Akan tetapi para fuqaha berbeda pendapat mengenai rendahnya jumlah 
mahar.Ulama mazhab maliki mengatakan bahwa mahar yang paling sedikit adalah 
seperempat dinar (senilai 1.125 gram emas).Ulama Mazhab Hanafi menyatakan 
bahwa ukuran kecil mahar adalah 10 dirham menurut mereka senilai dengan satu 
dinar (4.5 gram emas). 
Ulama Mazhab Syafi’i dan Hambali, menyatakan bahwa ‚tidak ada batasan 
minimal mahar tersebut‛.Kriteria yang mereka kemukakan adalah setiap yang berilai 
harta sah untuk diperjual belikan boleh saja dijadikan mahar. Jika barang itu 
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dijadikan mahar akan tetapi tidak bernilai harta, maka suami tersebut wajib 
membayar mahar al-Misl.102 
7. Pemberian Mahar dengan kontan atau hutang 
Pembayaran mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau 
disesuaikan dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak baik dari pihak laki-laki 
begitu pula dengan pihak perempuan.Mahar boleh saja diberikan secara tunai dan 
bisa juga hutang, apakah dibayar tunai dan sebahagian yang lainya adalah 
hutang.Dalam hal ini seperti ini, maka disunatkanlah pembayaran mahar itu tunai.
103
 
 ل اَق ِةَماِطَف لَيَعج و َزا َتَمِل ل اَق سِ بان َعْباِ  ْنَع
 َنْيَأَف لاَق ئَش ىِدْناِعَم ل اَق اًئْيَش اَهَطْعا   ِهللال وُسر  ُهَل
 لنسائا داودبوا هروا(104 ةَيِمَطلُخا َكُعر د 
 )لحاكما صححهو
Artinya: 
Dari Ibnu Abbas ra., berkata: tak kala mengawini Fatimah ra., maka Rasulullah 
bersabda: berilah Fatimah itu sesuatu, Ali menjawab: saya tidak mempunyai 
sesuatu, Rasul bersabda: mana baju Hut}amiyahmu? (HR. Abu Daud, Nasaa’I 
dan Hakim yang disahkan olehnya). 
Berdasarkan hadis tersebut menunjukkan bahwa larangan yang dimaksudkan 




Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa mahar boleh saja diberikan 
dengan tunai dan boleh juga hutang, baik sebahagian maupun seluruhnya, dengan 
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syarat harus diketahui secara detail. Misalnya laki-laki mengatakan: ‚Aku 
mengawinimu dengan mahar dua puluh juta, yang sepuluh juta saya bayar tunai 
sedang sisanya saya bayar dalam waktu satu setahun atau mengucapkan secara 
global, misalnya pengantin laki-laki mengatakan: ‚maharnya saya hutang dan saya 
bayar pada saat kematian atau pada saat menceraikanmu‛.
106
 
Penundaan pembayaran mahar (dihutang) terdapat dua perbedaan pendapat 
dikalangan ahli fikih. Segolongan ahli fikih berpendapat bahwa mahar itu tidak 
boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan 
bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar 
sebagian mahar dimuka manakala akan menggauli istri.Fuqaha yang membolehkan 
penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkan hanya untuk tenggang waktu 
terbatas yang telah ditetapkannya demikian pendapat Imam Malik.Ada juga yang 
membolehkannya karena atau perceraian, ini adalah pendapat al-Auza’i.perbedaan 
pendapat tersebut karena apakah pernikahan itu dapat disamakan dengan jual beli 
dalam hal penundaan, atau tidak dapat disamakan dengannya. Bagi fuqaha yang 
mengatakan bahwa disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa 
penundaan itu tidak boleh terjadinya kematian atau perceraian, Sedangkan yang 
mengatakan tidak dapat disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa 




8. Gugur Mahar 
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Para ulama fikih sepakat bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan 
gugurnya mahar, baik secara keseluruhan maupun sebahagian. Ulama Mazhab 




a. Terjadi perpisahan antara suami istri, selain dengan talak, sebelum terjadinya 
senggama, pendapat ini juga dianut oleh pendapat Imam Malik. Akan tetapi 
ulama mazhab Syafi’i dan Hambali membedakan antara perpisahan yang 
disebabkan oleh istri dan perpisahan yang disebabkan oleh suami. Mereka 
mengatakan bahwa apabila perceraian yang dilakukan oleh istri sebelum adanya 
senggama, maka gugur seluruh mahar. Sebaliknya apabila perceraian yang 
dilakukan oleh suami, maka maharnya dinyatakan tidak gugur. 
b. Terjadinya khuluk sebelum dan sesudah senggama dan ganti ruginya adalah 
mahar. Oleh karena itu para ulama mengatakan hal yang seperti itu, mahar itupun 
gugur secara keseluruhan. 
c. Istri menyerahkan sepenuhnya kepada suami mahar tersebut, meskipun mahar itu 
belum dibayarkan suami, olehnya itu dalam hal ini sang istri harus cakap dalam 
memberi tindakan. 
d. Istri menghibahkan mahar itu sepenuhnya kepada suaminya, dengan satu syarat 
istri tersebut cakap bertindak hukum. 
Selain dari hal yang ada ini, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa, 
sebahagian mahar bisa gugur disebabkan karena dua hal antara lain
109
Yaitu : 
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1) Terjadi perceraian karena talak sebelum terjadi sesanggama dan mahar belum 
diterima oleh istri. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt., dalam QS al-
Baqarah/2:236 
                        
                              
 
Terjemahnya:  
Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum 
kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya.Dan hendaklah 
kamu beri mereka mut’ah. Bagi yang mampu menurut kemampuannya dan 
bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan 




2) Setiap perceraian yang mewajibkan suami memberikan mut’ah111 kepada 
istrinya berdasarkan firman Allah swt., dalam QS al-Azhab/33 :49 
 
                         
                      
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan 
yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya 
maka sekali-kali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta 
menyempurnakannya, maka berilah mereka mut’ah dan lepaskan mereka itu 
dengan cara yang sebaik-baiknya.
112
 
Berdasarkan dari ayat tersebut menurut Imam Abu Hanifa, bahwa mut’ah di 
sini pemberian untuk menyenangkan hati istri yang diceraikan sebelum dicampuri, 
atau ini karena perceraian tersebut telah menimbulkan sesuatu yang dapat 
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mengerahkan hati istri dan keluarganya, bahkan dapat menyentuh nama baik 
mereka, pemberian tersebut sebagaimana ganti rugi, atau lambang yang masih tetap 
bersahabat dengan mantan istri dan keluarganya walaupun tidak ada lagi hubungan 
ikatan perkawinan. 
C. Ekesistensi Masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe 
Suku Tolaki adalah sebuah komunitas masyarakat yang mendiami pulau 
\sulawesi di sebelah Tenggara persisnya di Kota Kendari, Kabupaten Konawe, 
Konawe Selatan, Konawe Utara. Kebanyakan dari mereka punya profesi sebagai 
petani yang rajin dalam bekerja.Selain itu mereka juga punya semangat gotong 
royong yang tinggi. Sementara itu, Tolaki adalah sebuah kata yang mengandung arti 
jantan.Sedangkan orang suku Tolaki menyebut dirinya Tolohinangga yang 
maksudnya adalah orang yang datang dari langit.
113
 
Secara historis wilayah Suku Tolaki merupakan bagian dari konawe, sebuah 
kerajaan yang berada di wilayah Unaaha menetapkan suatu aturan yang dinamakan 
Siwole Mbatohu.Kehidupan bermasyarkatnya Suku Tolaki mempunyai simbol 
budaya yang membuat mereka bisa bersatu padu untuk mengatasi berbagai macam 
persoalan yang muncul. Simbol ini dinamakan Kalosara yang dimunculkan dengan 
tujuan untuk menciptakan masyarakat yang berbudi luhur dan mau menjaga 
ketenteraman dan kesejahteraan secara bersama-sama dan bisa bergaul secara akrab 
dengan anggota masyarakat yang lain. 
Hubungan antar anggota masyarakat ini terdaat unsur-unsur yang 
mengandung nilai filsafat tinggi. Dijadikan sebagai tongkat pegangan untuk 
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menjalani kehidupan sehari-hari. Adapun jenis budaya hasil karya dan cipta yang 
mempunyai nilai sosial sangat tinggi antara lain: 
1. Osara 
Osara ialah seperangkat aturan-aturan pokok yang mengatur hubungan 
hukum antara seorang dengan orang lain, antara lindividu dengan kelompok dan 
antara kelompok dengan keompok yang apabila dilanggar dapat menimbulkan sanksi 
baik dalam bentuk hukuman fisik maupun berupa kutukan masyarkat. 
Osara mengajarkan kepada setiap individu Suku Tolaki selalu menaati segala 
keputusan yang dikeluarkan oleh adat dengan tujuan mengakat masyarakat agar mau 
menciptakan rasa damai dan cinta dalam kehidupan mereka. Terutama ketika sedang 
bermaslaah atau bersengketa dengan anggota masyarakat yang lain. Keseluruhan 
aturan hidup bermasyarakat tersebut sifatnya (tidak tertulis‛, namun secara turun 
temurun diketahui, dihayati dan dipatuhi oleh setiap warga masyarakat Tolaki dari 




Osamu, sering juga disebut dengna budaya malu. Osamu, merupakan sistem 
pertahanan moral bagi diri sendiri, misalnya ada orang yang dikatakan malas 
bekerja, maka selanjutnya mereka menerapkan budaya Kohanu ini dengan cara lebih 
tekun dan rajin daam bekerja, sehingga sebutan sebagai pemalah akan hilang dari 
dirinya berganti dengan sebutan bekerja keras yang memaksimalkan tenaga maupun 
pikiran yang dimilikinya untuk memajukan sendiri atau anggota suku yang lain. 
3. Merau 
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Merau, adalah budaya yang mengajak orang untuk selalu mengedeoankan 
sikap sopan dan santun dalam pergaulan, serta mau memberikan rasa hormat bagi 
semua anggota Suku Tolaki maupun orang lain. 
4. Samaturu 
Samaturu, merupakan salah satu budaya yang mengutamakan hidup untuk 
selalu menjalin persatuan, suka menolong orang lain yang sedang membutuhkan 
pertolongan dengan senang hati, ini juga merupakan wujud dari gotong royong yang 
menjadi pandangan hidup utama dari Suku Tolaki. 
5. Taa Ehe Tinua-Tuay 
Taa ehe tinua-tuay, merupakan ajakan untuk selalu merasa bangga karena 
menjadi bagian dari masyarakat Suku Tolaki. Sesungguhnya budaya ini menjadi 
bagian dari Kohanu. Namun karena adanya suatu perbedaan yang bersifat 





O’sapa ialah semacam aturan-aturan klasik yang mengatur hubungan hukum 
antara manusia dengan hewan. Hubungan-hubungan itu timbul manakala manusia 
melakukan pemburuan (berburu) terhadap binatang liar seperti kerbau, rusa dna 
anoa, dengan menggunakan tombak, menggunakan anjing, perangkap dan alat-alat 
penangkap lainnya. Aturan-aturan O’sapa itu berwujud ketaatan/kepatuhan setiap 
orang/pemburu mengambil bagian dari jerih oayah yang tidak menyalahi dari 
ketentuan ‚O’sapa‛, misalnya: Bila binatang buruan itu mati berkat bantuan 
peralatan tombak dan anjing.Maka bagian tertentu dari daging kerbau atau rusa itu, 
                                                             
115




harus diberikan kepada anjing (pemilik anjing) dan tombak (yang menembak 
pertama) diluar dari bagian tertentu yang biasa diberikan/diambil/dikuasi si pmeburu 
¾ bagian) dan bagian untuk menguasa wilayah untuk daging dan tulang-tulang 
tertentu.Bila pembagiannya telah tertentu pula bagi pemburuannya, untuk anjingm 
untuk timbak dan untuk penguasa wilayah/pu’utobu atau kepada kampung. 
Atura-aturan pembagian tersebut disebut dengan O’sapa, yang menurut 
kaidah hidup bermasyarakat Suku Tolaki harus ditaati, dihormati dan dipatuhi oleh 
semua orang Tolaki termasuk Penguasa/Raja.Bila aturan hukumnya tidak dijalankan, 





O’wua sebagai salah satu kaidah pokok kehidupan masyarakat Suku Tolaki 
ialah seperangkat aturan/ketentuan hukum yang mengatur tata-cara bercocok tanam, 
merambas hutan, menanam padi, dan aturan-aturan ini harus ditaati oleh semua 
orang Tolaki termasuk Penguasa/Raja. Apabila dilanggar maka Negeri/Penduduk 
dapat menderita kekurangan pangan mengalami musim paceklik suatu hal yang 




O’lawi ialah  seperangkat aturan Suku Tolaki yang mengatur tentang tata 
cara pemberian upah, imbalan jasa, pembagian kerja dari seorang majikan pemilik 
kebun padi) atau pemilik pohon sagu, atau pemilik pohon buah-buahan yang 
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dikerjakan oleh seseorang atau beberapa pekerja upahan (toono mohawe, pasaku, pa 
mone dan lain-lain) dengan upah atau begian-bagian tertentu, ketentuan-ketentuan 
pembagian tersebut harus dipatuhi dengan sadar oleh semua orang Tolaki termasuk 
penguasa/Raja/Mokole. 
9. O’liwi 
O’liwi ialah seperangkat pesan wasiat, nasihat dan petunjuk hidup yang 
ditinggalkan/diwasiatkan untuk diikuti oleh anak cucu/generasi barikut dari para 
leluhur, secara turun-temurun terutama, dalam hal-hal yang dalam istilah ilmu 
hukum dapat disamakan dengan Yurisprudensi artinya putusan hakim tertinggi yang 
telah berlaku tetap yang dapat dicontoh oleh hakim-hakim berikutnya dalam perkara 
yang sama maupun selainnya. 
 
D. Kerangka Konseptual 
Pesan al-Qur’an dan hadis yang bersifat universal, menjelaskan semua aspek 
yang ada dalam kehidupan umat manusia, tentunya bagi orang beriman selalu 
menjadikan keduanya sebagai rujukan dan sandaran utama dalam setiap kejadian. 
Menciptakan rasa aman dan menegakkan keadilan merupakan sebuah kewajiban, dan 
bahkan menjadi tuntutan sunah yang harus diikuti.
117
Memberi peluang pemahaman 
baru untuk merespon berbagai tantangan dalam bidang tafsir, khususnya pemahaman 
tentang mahar. Pada giliranya eksisitensi hukum islam semakin kuat dan mampu 
memberikan kontribusi perubahan situasi dan kultur (budaya), serta perubahan pola 
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pikir masyarakat demi tegaknya keadilan. Olehnya, dalam pemberian mahar harus 
sesuai dalam al-Qur’an dan disunahkan oleh Rasulullah saw. 
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Penjelasan skema di atas: 
1. Pemberian mahar diatur dalam al-Qur’an dan hadis yang dijelaskan dari 
beberapa ayat. 
2. Pemberian mahar juga dijelaskan oleh Sunnah Rasulullah saw., yang menjadi 
rujukan utama dalam penjelasan al-Qur’an.  
3. Analisis kedudukan dan pengetahuan dalam mengimplementasikan al-Qur’an 
dan Sunnah Rasulullah saw., tentang pemberian mahar sebagai kewajiban 
mempelai pria kepada mempelai wanita yang telah ditetapkan sebagai dasar 
dalam perilaku hukum untuk pernikahan. 
4. Melahirkan norma pemberian mahar yang sesuai dengan hukum al-Qur’an dan 






A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Penelitian merupakan penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan 
sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan 
terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. 
Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang 
mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai motivasi 
yang berbeda, diantaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. 
Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu 
bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha 
untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan ilmu 
pengetahuan. Dengan demikian peneliti akan menjelaskan jenis dan lokasi agar dapat 
diketahui jenis penelitian yang digunakan serta batasan lokasi penelitian. 
1. Jenis Penelitian 
Suharsimi Arikunto penelitian lapangan (field research) merupakan jenis 
penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh berupa kata-
kata, gambar, perilaku, tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik 
melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih dari sekedar angka 
atau frekuensi yang mengumpulkan informasi suatu gejala yang dengan 
menggambarkan suatu keadaan menurut “apa adanya” mengenai suatu gejala atau 
keadaan.
1
 Sedangkan menurut Sugiyono menyatakan pada penelitian kualitatif, 
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pengumpulan data dilakukan pada natural setting dan teknik pengumpulan data lebih 
banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.
2
 
Mencapai hasil yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan kajian ini dapat 
terlaksana dengan baik sesuai prosedur keilmuan yang berlaku, maka metodologi 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha untuk menghasilkan 
data deskriptif berupa ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan mahar. 
Penelusuran terhadap ayat-ayat al-Qur’an ini dilakukan dengan memakai perpaduan 
dua jenis yaitu jenis penelitian kepustakaan (library research) serta penelitian 
lapangan (field research). Penelitian yang prosedurnya menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 
diamati. 
Dikatakan penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini yang ingin 
diperoleh adalah gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial dengan 




2. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Konawe. Lokasi tersebut dipilih 
sebagai objek peneliti dengan pertimbangan bahwa penelitian yang akan diteliti 
belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya dengan tujuan mendapatkan hasil yang 
lebih optimal di dalam penelitian dengan judul mahar Perspektif al-Qur’an dan 
impelementasinya pada masyarakat kabupaten Konawe. 
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B. Pendekatan Penelitian  
Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian kepustakaan (library 
research) dan penelitian lapangan (field research), yaitu melakukan survei langsung 
ke lokasi penelitian. Dalam mengadakan penelitian, penulis memakai pendekatan 
yaitu: 
1. Pendekatan ilmu tafsir, khususnya kajian semi tematik karena di dalam 
penelitian ini terdapat istilah mahar yang dibahas dengan pendekatan tersebut; 
dengan cara mengumpulkan lafal-lafal tersebut dengan segala derivasinya 
mencari kandungannya, dan menjelaskannya. 
2. Pendekatan Yuridis, pendekatan ini dimaksudkan untuk memberi inspirasi 
hukum bagi masyarakat khususnya suku Tolaki agar dalam melangsungkan 
Pernikahan hendaknya memperhatikan faktor-faktor yuridis yang berlaku di 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni hukum nasional dan hukum Islam 
tentang pernikahan. 
3. Pendekatan Fenomenologi, yaitu mengamati apa yang terjadi di lapanga secara 
sistematis. 
C. Sumber Data 
Penelitian yang dilaksanakan merupakan perpaduan penelitian perpustakaan 
dan penelitian lapangan: 
1. Data Primer adalah sumber data atau pokok yang dijadikan pedoman dalam 
membahas topik pembahasan tesis ini, karena studi ini menyangkut al-Qur’an 
secara langsung, maka sumber pertama dan utama adalah kitab suci al-Qur’an. 
Sumber-sumber lainnya adalah kitab-kitab tafsir baik yang bercorak al-ra’y 
maupun bi-al-ma’sūr  seperti tafsir al-Kabīr atau disebut juga tafsir al-
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Razīy, Tafsir al-Qur’an al-Karim oleh Ibnu Kasīr, Tafsir al-Marāgī oleh 
musţafa al-Rāziy, Tafsir al-Manār oleh Rasyid Ridha, Tafsir al-Misbah 
oleh M. Quraish Shihab, serta data yang diperoleh langsung dari responden 
melalui wawancara dan pengamatan. Data yang menjadi data primer dalam 
penelitian ini adalah 1) Camat Besulutu, serta 2) Tokoh adat, Kepala KUA dan 
Tokoh Agama. 
2. Data sekunder, adalah merupakan sumber penunjang dan perbandingan data 
yang berkaitan dengan masalahnya, buku-buku penunjang yang digunakan 
adalah buku yang memenuhi standar ilmiah yang memenuhi kaitannya dengan 
topik pembahasan. Buku yang membicarakan tentang mahar serta data yang 
diperoleh dari instansi atau lembaga terkait yang dianggap relevan dengan 
tujuan penelitian. Adapun data yang menjadi sumber data sekunder dalam 
penelitian ini adalah masyarakat suku Tolaki yang ada di Kecamatan Besulutu. 
D. Metode Pengumpulan Data Penelitian 
Jika dilihat dari cara mendapatkan informasi, penelitian ini termasuk 
penelitian perpaduan antara penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian 
lapangan (field research), yaitu untuk memperjelas kesesuaian antara konsep atau 
teori dengan praktek yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang 
dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Validitas data dapat ditingkatkan 
kualitas dari pengambil datanya sendiri cukup valid Untuk mempermudah dalam 
menganalisa. 
Berdasarkan ha diatas maka peneliti di sini akan menggunakan tehnik 
pengumpulan data : 
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1. Teknik interpretasi tekstual, adalah memahami data dengan melihat langsung 
teks-tesnya. Dalam penelitian ini, teknik interpretasi tersebut digunakan untuk 
memahami data primer apa adanya sesuai yang tercantum dalam al-Qur’an. 
2. Teknik interpretasi kontekstual, adalah memahami data primer dalam bentuk 
teks-teks dengan melihat aspek sosio-historis, atau makna dibalik lafal. Dalam 
penelitian ini, teknik interpretasi tersebut digunakan untuk memahami data 
primer dengan mempertimbangkan bagaimana konteks penafsiran tersebut dan 
mengapa mufassirnya menafsirkan ayat tersebut berdasarkan latar belakang 
situasi, kecenderungan dan pendidikannya. 
3. Interpretasi Sosio Historis, yakni ayat-ayat ditafsirkan dengan memperhatikan 
riwayat mengenai kehidupan masyarkaat Arab ketika al-Qur’an diturunkan. 
Penggunaan interpretasi ini dalam menafsirkan al-Qur’an mengacu pada 
kenyataan bawa ayat-ayat al-Qur’an ada yang diturunkan berkenaan dengan 




4. Observasi, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara mengamati dan mencatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang 
diselidiki.
5




                                                             
4
M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an Tafsir Maudhu’I atas Perlbagai Persoalan Umat. 
(Cet. III; Bandung: Mizan, 1996), h. 61. 
5
Koentrjoroningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 
1991), h. 13. 
6
Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial  (Cet. V; Jakarta: PT. 
Bumi Aksara, 2004), h. 54. 
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5. Metode observasi ini dilakukan dengan cara Melakukan pengamatan langsung 
di lapangan untuk mengetahui kondisi objektif di seputar lokasi penelitian. 
Dalam hal ini membuat dokumentasi melalui pemotretan serta memantau dari 
dekat kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal pernikahan. 
6. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 
pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 
pertanyaan itu. Mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada 
responden. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. 
Wawancara ini hasil ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan 
mempengaruhi arus inforamasi, faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, 
respon, sumber peneliti yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi 
wawancara.
7
 Teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 
responden yang dilakukan secara mendalam guna melengkapi penelitian. 
7. Dokumentasi, yaitu cara menapatkan data dengan menelaah referensi-referensi 
mempelajari dan mencatat buku-buku arsip, dokumen, foto-foto yang 
berkaitan dengan fokus masalah penelitian.
8
 Metode ini digunakan untuk 
memperoleh data tradisi adat pemberian mahar pada suku Tolaki di Kabupaten 
Konawe serta mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan 
mencatat arsip-arsip atau dokumen laporan kegiatan dan lain-lain yang 
berhubungan dengan penelitian ini. 
                                                             
7
Marsi Singarimbun dan Sofia Effendi, Metode Penelitian Survey  (Yogyakarta: LP3S, 
1987), h. 192. 
8
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XVII; Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2007),  h. 180. 
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E. Instrumen Penelitian 
Penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah 
penelitian sendiri dengan bantuan orang lain sebagai alat pengumpul data utama, 
sebab manusialah sebagai alat yang dapat berhubungan dengan objek yang dikaji. 
Penelitian sebagai human instrumen berfungi menetapkan fokus penelitian dengan 
tujuan melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, 
menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya nanti.
9
 
Penelitian yang berkualitas dapat dilihat dari hasil penelitian, sedangkan 
kualitas hasil penelitian sangat tergantung pada instrumen dan kualitas 
pengumpulan data. Sugyono menyatakan, bahwa ada dua hal utama yang 
mempengaruhi kualitas hasil penelitian yaitu kualitas instrumen penelitian dan 
kualitas pengumpulan data.
10
 Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri sebagai 
key instrumen, artinya peneliti sebagai instrumen kunci dan penelitian disesuaikan 
dengan metode yang digunakan. Digunakan beberapa jenis instrumen yaitu : 
1. Panduan observasi adalah alat bantu berupa pedoman pengumpulan data 
digunakan pada saat proses penelitian. 
2. Pedoman wawancara adalah alat berupa catatan-catatan pertanyaan yang 
digunakan dalam mengumpulkan data. 
3. Data dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan atau arsip-
arsip, intrumen penilaian, foto kegiatan pelaksanaan pemberian mahar pada 
masyarakat kabupaten konawe. 
 
                                                             
9
Neong Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Selatan, 
1998), h. 308. 
10
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  h. 178. 
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F. Teknik Pengelolahan Data 
Analisis data yang merupakan proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi 
dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyusun kedalam pola, 
selanjutnya memilih data yang penting dan akan dianalisa, kemudian membuat 
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain.
11
 
Penelitian ini salah satunya merupakan penelitian pustaka (library research) maka 
metode yang digunakan dalam mengolah data adalah dengan cara menelaah data-
data hasil dari pengumpulan data, kemudian dilakukan klasifikasi dan 
pengelompokan data yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji dan 
merupakan penelitian lapagan (field research) maka Data yang diperoleh melalui 
wawancara, observasi dan dokumentasi dianalisis secara deduktif dan dideskripsikan 
melalui penggambaran secara detail sehingga akan ditemukan kesenjangan atau 
sesuai mahar dalam al-Qur’an dan aplikasinya pada masyarakat Kabupaten Konawe. 
Penelitian ini, digunakan teknik pengolahan data kualitatif dengan cara: 
1. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan aktifitas memilih dan memilah data yang dianggap 
relevan dan penting berkaitan dengan penelitian yang diangkat. Mereduksi data 
berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 
penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi 
akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 
melalukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya apabila diperlukan. 
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Burhan Bungin, Analisa Data Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologi ke Arah 
Penguasaan Model Aplikasi (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 209. 
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Dalam mereduksi data, seteiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. 
Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Dengan demikian 
dengan reduksi data dapat dibantu dengan peralatan, seperti komputer, notebook dan 
lain sebagainya. 
2. Display Data 
Penyajian data dalam bentuk kualitatif yakni setelah data direduksi, maka 
langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk 
uraian singkat atau ke dalam bentuk naratif deskriptif (pengungkapan secara 
tertulis).
12
 Tujuan utama dalam teknik ini adalah untuk memudahkan dalam 
mendeskripsikan penelitian sehingga memudahkan untuk mengambil kesimpulan. 
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data  
Pengelolaan data ini dalam penelitian kualitatif, adalah penarikan 
kesimpulam dan verifikasi. Data yang sudah dipolakan, kemudian difokuskan dna 
disusun secara sistematik dalam bentuk naratif, kemudian melalui induksi data 
tersebut disimpulkan.m kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. 
Analisis data ini bertujuan untuk menyederhanakan data yang disimpulkan sehingga 
memudahkan penulis dalam menafsirkannya.
13
 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila 
tidak ada perbedaan antara laporan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi 
pada objek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data 
menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung 
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Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif fan R&D (Cet. XI; 
Bandung: Alfabeta, 2010), h. 249. 
13
Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif fan R&D,  h. 99. 
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pada kemampuan peneliti mengkontruksi fenomena yang diamati, serta dibentuk 
dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap ndividu dengan berbagai latar 
belakangnya. Dalam objek yang sama peneliti yang berlatar belakang pendidikan 
akan menemukan data yang berbeda dengan penelitian yang berlatar belakang 
hukum, manajemen, Antropologi, Sosiologi, Kedokteran, Teknik dan sebagainya. 
Pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 
data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Jenis 
triangulasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah tiangulasi sumber yakni 
membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang 
diperoleh dari sumbernya dengan jalan (1) membandingkan data hasil pengamatan 
dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di 
depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (3) membandingkan apa 
yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 
dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif 
seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, 
orang yang berpendidikan menengah atau tinggi orang berada dan orang 
pemerintahan, dan (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 
yang berkaitan.
14
 Menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, 
credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability 
(reliabilitas), dan confirmability (objektivitas). Dalam menguji keabsahan data 
peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data 
peneliti memanfaatkan hal-hal di luar data untuk menguji kevalidan data yang telah 
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Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , h. 178. 
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didapat. Beberapa konsep teori yang dikutip ini menarik untuk dipahami bahwa akan 





IMPLEMENTASI MAHAR DALAM AL-QUR’AN  
PADA MASYARAKAT TOLAKI DI KABUPATEN KONAWE 
A. Gambaran Lokasi Umum Kabupaten Konawe 
Kabupaten Konawe terbentuk secara dejure UU. No. 29 Tahun 1959 Tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara yang pada waktu itu beribu 
kota di Kendari, yang sekarang masuk wilayah Kota Kendari. Saat itu nama 
kabupaten konawe adalah Kabupaten Daerah Tk. II Kendari. Sedangkan secara de 
facto realisasi pemerintahannya adalah sejak dilantik dan pengambilan sumpah oleh 
Drs. H. Abdullah Silondae (Alm) sebagai Bupati Kepala Daerah Tk.I II Kendari 
Tanggal 3 Maret 1960. 
Wilayah Kabupaten Daerah Tk. II Kendari berubah nama menjadi Kabupaten 
Konawe dengan ibukota Unaaha pada Tanggal 28 September 2004 berdasarkan 
Peraturan Pemerintah no. 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama dari Kabupaten 
Kendari menjadi Kabupaten Konawe. Saat itu Pemerintah Kabupaten Kendari 
dipimpin oleh Drs. H. Lukman Abunawas, SH. M.Si sebagai bupati dan Drs. H. 




Sejarah perkembangan Kabupaten Konawe.Kabupaten Konawe sebagian 
wilayahnya dimekarkan menjadi DOB Baru berdasarkan UU.No. 13 Tahun 2007 
Tanggal 2 Juli 2007 Tentang Pembentukan DOB Kabupaten Konawe Utara. Pada 
Tahun 2013 Kabupaten Konawe memekarkan wilayahnya lagi di bagian Kepulauan 
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Konawe.go.id., Website Resmi Pemerintah Kab. Konawe, http://www.Konawe kab.go.id 




Wawonii berdasarakan  UU. No. 13 Tahun 2013 Tanggal 12 April 2013 Tentang 
Pembentukan DOB Baru Konawe Kepulauan.Sampai dengan Tahun 2013 wilayah 
administratif Kabupaten Konawe 29 Kecamatan dan 335 Desa / Kelurahan.
2
 
Sejak berdirinya sampai dengan saat ini Kabupaten Konawe telah dipimpin 
oleh beberapa bupati, yaitu :
3
 
a. Drs. Abdullah Silondae (Bupati) Periode 1960-1969 
b. Aboenawas  (Bupati) Periode 1969-1973 
c. Konggoasa (PJS. Bupati) Periode 1973 
d. Abdul hamid (Bupati) Periode 1973-1977 
e. H. Andri Jufri, SH (Bupati)  Periode 1977-1988 
f. Drs. H. Anas Bunggasi (Bupati)  Periode 1988-1992 
g. Drs. H. Razak Porosi (Bupati)  Periode 1992-2003 
h. Drs. H. Lukman Abunawas, SH. M.Si (Bupati) - Drs. H. Tony Herbiansyah, M.Si 
(Wakil Bupati) Periode 2003-2008 
Sejak berlakunya UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 
Kepala Daerah dipilih secara langsung melalui pemelihan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah atau pilkada. Kabupaten Konawe melakukan pilkada secara langsung 




                                                             
2
Konawe.go.id., Website Resmi Pemerintah Kab. Konawe, 
http://www.konawekab.go.id/lambang.html (23 Februari 2018). 
3
Konawe.go.id., Website Resmi Pemerintah Kab. Konawe, 
http://www.konawekab.go.id/lambang.html (23 Februari 2018). 
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Konawe.go.id., Website Resmi Pemerintah Kab. Konawe, 
http://www.konawekab.go.id/lambang.html (23 Februari 2018). 
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a. DR. H. Lukman Abunawas, SH. M.Si (Bupati) - Drs. H. Masmuddin, M.Si (Wakil 
Bupati) Periode 2008-2013 
b. Kery Saiful Konggoasa (Bupati) - Parinringi, SE., M.Si (Wakil Bupati) Periode 
2013-2018 
2. VISI 
Visi Pembangunan Kabupaten Konawe adalah Tahun 2013 – 2018 yaitu : 
“Bekerja Jujur dan Ikhlas menuju Konawe Sejahtera Mandiri dan Berdaya Saing 
Tahun 2018 ”Sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Kabupaten Konawe 
bekerjasama mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk 
meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Kabupaten Konawe lebih 
sejahtera. 
Visi pembangunan Konawe ini diharapkan akan mewujudkan keinginana dan 
amanat masyarakat Kabupaten Konawe dengan tetap mengacu pada pencapaian 
tujuan nasional seperti diamanatkan dalma Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi 




Penjelasan Visi Berdasarkan Kata Kunci pada Visi Kabupaten Konawe 
Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: 
a. Jujur 
Bermakna keselarasan antara apa yang dikatakan dengan kenyataan yang ada. 
Dalam konteks ini kejujuran ingin ditanamkan pada segenap Aparatur Pemerintah 
Daerah Kabupaten Konawe agar didalam menjalankan roda Pemerintahan seluruh 
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Pemerintahan Kabupaen Konawe, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 
2016. (t.tp.,t.hn), h. II-1 
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aparat dapat terhindar dari perbuatan menyimpang yang dapat merugikan organisasi 
dan dirinya sendiri. 
b. Ikhlas 
Ikhlas artinya memurnikan tujuan dari hal-hal yang dapat mengotorinya. 
Orang yang ikhlas adalah orang yang tidak menyertakan kepentingan pribadi atau 
imbalan duniawi dari apa yang dapat ia lakukan. Konsep ini menegaskan bahwa 
segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan 
pemerintahan haruslah didasari pada niat yang tulus, karena ikhlas hakikatnya 
terletak pada niat. 
c. Sejatera 
Sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-
orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.Diharapkan 
dengan pelaksanaan pembangunan yang dilandasi nilai-nilai religius, tatanan 
kesejahteraan yang komprehensif dan berkesinambungan dapat terwujud pada 
masyarakat Kabupaten Konawe. 
d. Mandiri 
Dari segi bahasa mandiri berarti dapat memenuhi kebutuhannya 
sendiri.Mandiri pada konsep ini adalah keadaan dimana masyarakat Kabupaten 
Konawe secara ekonomi mampu menghidupi dirinya sendiri dengan memanfaatkan 
potensi yang dimilikinya. 
e. Berdaya Saing 
Dalam konsep ini daya saing diartikan sebagai kemampuan Kabupaten 
Konawe dalam menghasilakn pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan 
tetap terbuka terhadap persaingan eksternal.Di era globalisasi dengan dinamika 
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perkembangan dunia yang semakin dinamis menuntut suatu daerah ataupun 
masyarakat memiliki daya saing yang kuat sehingga secara ekonomi masyarakat 
memiliki keunggulan ekonomi yang spesifik sesuai dengan potensinya. 
3. MISI 
Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Konawe yang merupakan visi 
Bupati dan Wakil Bupati periode 2013-2018 disusunlah misi pembangunan 
kabupaten dengan rumusan sebagai berikut:  
a. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh.  
Terciptanya ketahanan ekonomi masyarakat yang kuat dan memiliki daya 
saing ditengah keompetisi dan dinamika global yang semakin kompleks. 
b. Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. 
Pemerintahan berkomitmen menjaga keamanan pangan bagi masyarakat 
Konawe. Dengan potensi pertanian yang luas utamanya pada sub sektor tanaman 
pangan, yang merupakan penyumbang terbesar pembentuk DPRD sektor pertanian 
dianggap sebagai potensi andalan yang tetap harus dijaga eksistensinya. 
c. Mewujudkan infrastruktur berwawasan lingkungan.  
Fakta menunjukkan bahwa perubahan cuaca yang sangat ekstrim tidak lagi 
dapat diprediksi memberikan ancaman bagi kelangsungan hidup lingkungan.Keadaan 
ini semakinparah dengan pengeksploitasian sumber daya alam yang meninggalkan 
prinsip-prinsip kelestarian dan kelangsungan hidup ekosistem.Melalui misi ini 
pemerintah ingin mewujudkan komitmennya didalam pelesarian lingkungan 
hidup.Hal ini pula merupakan perwujudan dari ketanggapan pemerintah dalam 
merespon isu lingkungan yang juga menjadi isu nasional dan internasional.
6
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Pemerintahan Kabupaen Konawe, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 
2016, h. II-5. 
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d. Mewujudkan sdm yang berkualitas, mandiri dan berkarakter. 
Sebesar apapun potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah jika 
komponen utama keberhasilan pembangunan tidak memiliki ko petensi dan 
kepabilitas yang baik dalam mengelola sumber daya yang melimpah, maka 
keberhasilan pembangunan tidak akan dicapai karena manusia merupakan pelaku 
yang akan mengakumulasi semia faktor modal dan sumber daya yang tersedia. 
Masyarakat Konawe diharapkan mampu bersaing dalam kompetensi ekonomi yang 
dinamis, menjadi masyarakat yang cerdas komprehensif dan berkarakter. 
e. Mewujudkan kualitas kesehatan yang menyeluruh.  
Masyarakat tidak saja diarahkan untuk menjadi produktis dan berkompeten 
tetapi kesehatan masyarakat perlu menjadi perhatian.Pertandingan menunjukkan 
menunjukan bahwa derajat kesehatan masyarakat Konawe masih berada dibawah 
rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara. 
f. Revitalisasi tata ruang yang terkoneksi.  
Tantang terbesar Konawe adalah menghubungkan antar kawasan dan 
menghubungkan Konawe secara lebih intensif dengan dunia luar.Ketersediaan 
infrastruktur yang layak adalah bagian dari nilai kesejahteraan itu sendiri, sekaligus 
menjadi prasyarat maupun sektor-sektor ekonomi medoren. 
g. Menciptakan iklim investasi. 
Teori menyebutkan bahwa investasi (penanaman modal) merupakan jalan 
keluar dari keterbatasan modal dan selanjutnya investasi merupakan kunci utama 
dalam pembangunan ekonomi. Melalui investasi lingkarang kemiskinan yang 
membelit masyarakat akan dapat tergunting. Lingkaran oerangkap kemiskinan suatu 
wilayah dapat semakin diperburuk dengna adanya kebocoran modal ke luar wilayah 
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(religion linkages).Kebocoran ini terjadi akibat adanya sifat masyarakat tertinggal 
cenderung mencontoh pola konsumsi di kalangan masyarakat modern.Wilayah-
wilayah yang telah lebih maju memperkenalkan produk-produk yang mutunya “lebih 
bai” sehingga wilayah-eilayah masyarakat tradisionla mengimpor dan 
mengkonsumsi barang-barnag tersebut. 
4. LETAK GEOGRAFIS 
Secara Geografis kabupaten Konawe berada di bagian selatan garis 
khatulistiwa, melintang dari Utara ke Selatan antara 2
0
.45  dan 4
0
15'  lintang 
Selatan, membujur dari Barat ke Timur antara 121
0
30` bujur Timur.Posisi 
Geostrategis, Kabupaten Konawe terletak pada posisi sangat strategis karena, 1) 
Kabupaten Konawe merupakan imperium berkembangnya kebudayaan tolaki; 2) 
Kabupaten Konawe berada tepat ditengah wilayah baratan Provinsi Sulawesi 
Tenggara. Posisi ini menempatkan wilayah Kabupaten Konawe sebagai 
penghubungan antar wilayah daratan  di Sulawesi Tenggara. Batas-batas wilayah 
Kabupaten Konawe sebagai berikut:
7
 
a. Di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabuoaten 
Konawe Utara; 
b. Di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda dan Laut Maluku; 
c. Di sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Kolaka, Kolaka Utara dan Kolaka 
Timur 
d. Di sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Konawe Selatan. 
Kota Unaaha sebagai ibukota kabupaten Konawe dapat dicapai dengan 
semua jenis transportasi darat selama 1,5 jam dengan jarak tempuh 75 km dari 
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2016, h. I-3. 
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ibukota propinsi.. Demikian pula, kecamatan-kecamatan di kabupaten Konawe yang 
berjumlah 27 kecamatan dapat dicapai dengan menggunakan transportasi darat 
maupun laut.Khusus untuk kecamatan Routa, kesampaian daerah dapat dicapai 
dengan melakukan perjalanan lintas kabupaten dan lintas propinsi. 
5. LUAS WILAYAH 
Luas wilayah daratan Kabupaten Konawe adalah sekitar 579.894 Ha atau 
10,87 persen dari luas daratan Sulawesi Tenggara, sedangkan luas wilayah perairan 
laut 1.960 Km
2
, dengan panjang garis pantai sekitar 295 Km. secara admistratif 




Topografi daratan Kabupaten Konawe pada umumnya bergunung dan 
berbukit yang diapit daratan rendah yang sangat potensial untuk pengembangan 
sektor pertanian.Selain itu terdapat pula pulau-pulau kecil yakni Pulau Bokori, Pulau 
Saponda Laut dan Pulau Saponda Darat.Kondisi geografis Kabupaten Konawe yang 
heterogen dan masing-masing wilayah yang memiliki karakteristik berbeda 
memungkinkan berkembangnya sektor pertanian dalam arti luas.Wilayah daratan 
subsektor pertanian tanaman pangan, subsektor peternakan dan subsektor 
perkebunan dapat menjadi sektor andalan bagi perekonomian masyarakat, sedangkan 
diwilayah laut dan garis pantai dimanfaatkan untuk pengembangan subsektor 
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Kabupaten Konawe mempunyai beberapa sungai besar yang sangat potensial 
untuk pengembangan pertanian, irigasi dan pembangkit tenaga listrik seperti Sungai 
Konaweeha dan Sungai Lahumbuti. Kedua sungai tersebut telah dimanfaatkan oleh 
masyarakat Kabupaten Konawe sebagai sumber irigasi sawah untuk Sungai 
Konaweeha yang memiliki debit air cukup besar yakni ±200 M3/detik telah 
dibangun Bendung Wawotobi yang mampu mengairi sawah seluas±18.000Hektar 
dan Sungai Lahambuti telah dibangun Bendung Walay. Selain itu terdapat pula rawa 
Aopa yang potensial untuk pengembangan usaha perikanan darat. 
8. OCEANOGRAFI 
Kabupaten Konawe memiliki perairan ±1.960 Km2 dan 10 pulau kecil 
dengan potensi yang cukup besar untuk hasil perikanan laut dan budidaya rumput 
laut. Panorama laut dan pantai yang cukup memikat hati dapat pula dikembangkan 
sebagai objek pariwisata. 
Beberapa jenis ikan dari perairan laut Kabupaten Konwe diantaranya seperti 
Cakalang, Tongkol, Ikan Teri, Ukan Layang, Udang dan lain-lain, sedangkan untuk 





Kabupaten Konawe dikenal dua musim yaitu musim penghujan (bulan 
November sampai dengan Maret) dansekitar bulan April terjadi Pancaoba, Agustus 
sampai Oktober terjadi musim kemarau, namun terlihat fenomena yang ada bahwa 
sebagai akibat kondisi alam yang sering tidak menentu maka keadaan musim juga 
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sering menyimpang dari kebiasaan. Pola Curah hujan tahunan di Kabupaten 
Konawe: 
a. Antara 0 – 1.500 mm terdapat disebagian Kecamatan Unaaha; 
b. Antara 1.500 mm – 1.900 mm meliputi Kecamatan Lambuya, Kecamatan 
Soropia, Kecamatan Sampara, Kecamatan Wawotobi, dan sebagian Kecamatan 
Unaaha; 
c. Lebih dari 1900 mm terdapat dibagian tengah. 
10. JUMLAH PENDUDUK 
Jumlah penduduk di Kabupaten Konawe sampai pada tahun 2016 berjumlah 
251.285 jiwa, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Konawe dapat katakan 
cukup rendah dalam dasawarsa 2000-2016 hanya tumbuh sekitar 2,15 persen per 
tahun. Kenaikan yang relatif rendah ini disebabkan oleh pemekaran Kabupaten 




11. LAMBANG DAERAH 
a. Bentuk 
Logo Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara Berbentuk perisai (dalam 
bahasa daerah tolaki disebut kinia) segi lima sama sisi berwarna hijau dan dengan 
tepi berwarna putih. Perisai sebagai alat pelindung kelanjutan hidup. Segi lima 
perlambang falsafah Pancasila. Tepi warna putih lambang kesucian dan 
keihlasan.Warna dasar hijau pertanda kesuburan dan kemakmuran. 
b. Bagian - Bagian Penting 
1) Bulir Kapas dan Padi. 
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Bulir kapas dan padi melambangkan kesejahteraan. Bulir kapas yang berbuah 
8 (delapan) berdaun kelopak 4 (empat) dan lengkungan mahkota 5 (lima). Bulir padi 
berjumlah 17 (tujuh belas) buah.Kesemuanya itu menandakan tanggal bulan dan 
tahun kemerdekaan kita Republik Indonesia, 17-8-1945. - BINTANG 5 (lima). 
Bintang lima (5) mempertemukan bulir kapas dan padi tadi melambangkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. 
2) S A R A 
Osara merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan antara SIWOLE 
UWA, kain putih dan KALO sendiri.Osara dipelihara dan dihormati oleh 
masyarakat, mempunyai nilai dan kedudukan yang tinggi dalam hidup dan 
kehidupan masyarakat, mempunyai arti sejarah, adat istiadat dan 
kebudayaan.SIWOLE UWA adalah sejenis talam yang dianyam dari pelepah enau 
dengan motif-motif tertentu (dalam bahasa tolaki disebut pineburumbaku) dan 
bermakna sebagai dasar kehormatan.Diatas Siwole Uwa dilapisi dengan kain putih 
sebagai tanda kesucian dan keihlasan.Diatas kain putih didudukan/diletakkan Kalo, 
yaitu rotan bulat yang dipilin tiga membentuk lingkaran dan kedua ujungnya 
bertemu membentuk simpul tertentu.KALO melambangkan nilai permusyawaratan / 
pemufakatan tertinggi dalam jiwa penuh kedamaian dan kerukunan atas dasar jalinan 
kekeluargaan.Rotan itu sendiri sebagai suatu penjalin ikatan kekeluargaan yang kuat 
serta perlambang keserbagunaan.Dipilih / dijalin tiga bermakna suatu persatuan dan 






3) Taawu dan Pade 
Taawu adalah semacam pedang yang berbentuk ramping panjang terbuat dari 
besi baja asli yang tidak ditempah, dibuat oleh orang yang pandai ilmu besi (bukan 
pandai besi).Taawu adalah sebagai alat pelindung yang tidak terpisahkan dengan 
kinia (perisai) tadi yang menjadi dasar lambang terutama atas serangan-serangan 
dari luar.Taawu sendiri berarti pantang mundur, menghadapi segala problem hidup 
dan kehidupan, perlambang semangat baja melaksanakan pembangunan.Pade adalah 
semacam parang biasa yang dipergunakan bekerja sehari-hari, terutama sebagai alat 
bertani / berladang. 
4) Gong 
Gong adalah salah satu benda budaya yang sangat urgent dalam acara-acara 
kesenian dan kebudayaan terutama dalam tari menari dan upacara-upacara lainnya 
seperti penjemputan tamu. Demikian pula dapat berfungsi sebagai tanda atau alat 
komunikasi.Berwarna hitam sebagai lambang kamantapan dan kedewasaan, 
mencanangkan sumber-sumber kehidupan kepribadian masyarakatnya, 
mencanangkan semangat dan gairah kehidupan baru dalam membangun, 
mencanangkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa. 
5) Pita 
Pita warna putih dan tulisan KONAWE warna merah.Pita putih sebagai 
penyimpul rasa kebangsaan yang kokoh dan suci serta tulisan KONAWE warna 







1. Pengertian Mahar Bagi Masyarakat Tolaki 
Mahar dalam suku Tolaki dikenal dengan Popolo12  Berbeda dengan pendapat 
dari Ketua Adat Tolaki pada kecamatan Pondidaha mahar diartikan Kinaweoako.13 
Dasar agama menganjurkan bahkan diwajibkan kepada calon mempelai lelaki kepada 
mempelai wanita sebagai bentuk penghargaan kepada calon mempelai wanita. 
Bentuknya tidak terikat,tetapi umumnya di masyarakat Tolaki ada dua yaitu dalam 
bentuk uang dan dalam bentuk benda. Bentuk uang terbagi dalam dua bentuk yaitu 
88 real dan Rp. 264.000. Jadi dalam  agama mengikut pada Sunnah Rasulullah yaitu 
merupakan pemberian secara ikhlas lagi halal sehingga tidak ada gugatan 
dikemudian hari, seperti contoh Sayyidina Ali yang memberikan mahar ke Fatimah 
adalah baju perang. Jadi mahar pada suku Tolaki mengikuti Sunnah Rasulullah 
tetapi mahar diputuskan dalam dunia Adat karena hakikatnya tidak ada pernikahan 
tanpa Adat. Jika pernikahan tanpa adat, terjadi kasus Mombolasuako (Bugis 
Silariang). Hukum pernikahan ini tetap sah dalam agama tetapi tidak sah dalam 
Adat. Pada suku Tolaki jika pernikahan seperti ini dalam hukum agama pernakahan 
ini sah tetapi dalam hukum Adat pernikahan ini tidak sah sehingga dikatakan bahwa 
durhaka. Jadi Agama, hukum positif dan hukum adat harus ada dalam rangkaian 
perkawinan, makanya dalam Kalosara dalam suku Tolaki itu mempunyai arti yaitu 
Agama, Pemerintah dan Adat.
14
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Pada dasarnya istilah mahar dalam suku Tolaki disebut dengan Popolo, 
artinya pemberian sesuatu dengan cara ikhlas oleh mempelai laki-laki kepada 
mempelai perempuan. Mahar merupakan persyaratan dalam pernikahan dengan 
mengikuti besarnya real. Jika di Arab mahar minimal88 real maka perhitungan 
Indonesia adalah Rp. 352.000., yang harga minimal jumlah mahar. Pemberian mahar 
pada Suku Tolaki mangikut pada jumlah real. 
Proses pengajuan lamaran pihak laki-laki harus memahami kedudukan atau 
status adat pihak perempuan yang akan dilamar sehingga dalam penetuan nilai mas 
kawin ada kejelasannya. Dalam buku kebudayaan Tolaki dan beberapa Narasumber, 
nilai mas kawin Adat Tolaki, sebagai berikut: 
1. Nilai maskawin menurut Prof. H. A. Rauf Tarimana 
No Golongan 













1. Baskom Mandi 
2. Sarung  
3. Lampu 
4. Uang Logam 
2 
Anakia tidak ada 
jabatan 
4 160/80/40 
1. Baskom Mandi 
2. Sarung  
3. Lampu 






1. Baskom Mandi 
2. Lampu 





1. Baskom Mandi 
2. Lampu 





1. Baskom Mandi 
2. Lampu 
3. Uang Logam 
6 Budak Belian - 2/1 
1. Baskom Mandi 
2. Lampu 
3. Uang Logam 
2. Pandangan Bapak Lambauta, S. 
103 
 
Sebagai salah seorang narasumber, bahwa nilai mas kawin dalam 
perkembangannya ada 8 macam, masing-masing di zaman Kerajaan Wekoila 5 (lima) 




Tabel II. Pada Zaman Kerajaan Wekoila 






1 MOKOLE 16 188 5 
2 ANAKIA SONGO 16 180 5 
3 ANAKIA LAINNYA 8 88 5 
4 
RAKYAT PEJABAT (karena 
penunjukan) 
4 80 5 
5 RAKYAT (Ata alaika)  4 - 
Tabel III. Pada Zaman Kerajaan Irebi, Kerajaan Ma’ago, dan Kerajaan 
Lakidende 






1 MOKOLE 8 88 5 
2 ANAKIA  4 80 5 
3 RAKYAT 2 40 - 
Khusus janda pertamaa s/d enam kali 50% dari statusnya, dan 7 kali pokok 
adat dan daun adat masing-masing 1 sebagai penghargaan kemanusiaan. 
Pada Temu Budaya Tolaki pada tanggal 27 Januari 19995, menetapkan nilai 
mas kawin Adat Tolaki, yaitu: 
Tabel IV. Nilai Mas kawin Adat TolakiHasil Temu Budaya 1995 










1 MOKOLE 4 macam =8 80 Rp 30.000 5 
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Ukuran Kalo Pernikahan berdasarkan status adatnya adalah bagi Mokole 
menggunakan jenis Kalo Besar atau termuat bahu kiri dan bahu kanan (Kalo Ula 
Bose/Sabulalo) rakyat dan masyarkaat pada umumnya menggunakan jenis Kalo 
sebesar Lingkaran Kepala (Kalo Ulu) dan Lingkaran Leher (Kalo Waroko). Proses 
Peminangan Adat Tolaki (Mowawo Niwule) material yang digunakan berupa daun 
siri 40 lembar, pinang 40 buah, tembakau hitam 4 lapis, alas peminangan (Porambia) 
satu lembar sarung, dan pengikat siri Pinang senilai Rp. 10.000., atau Rp 25.000., 
demikian Keputusan Temu Budaya tersebut, namun tidak diperlakukan dengna 
efektif karena kurangnya sosialisasi dan adanya sekelompok peserta Temu Budaya 
yang tidak menerima hasil keputusan tersebut. 
Berdasarkan informasi tersebut maka yang masih dapat ditemukan dalam 
praktek perkawinan adat Tolaki dan masih dapat diterima oleh masyarakat Tolaki 
yaitu:  
Perlengkapan peminangan satu bungkus daun sirih segar pembungkusnya 
adalah pelepah Pinang tua yang dikupas dan pengikatnya tali yang terbuat 
dari pohon Huko (yang biasanya diganti dengan sebuah Kalung Emas), satu 
bungkus Pinang segar (hijau) sejumlah masing-masing 80 lembar, 80 biji 
buah pinang untuk status bangsawan, Pejabat (Mokole), serta bangsawan 
lainnya dan terakhir masing-masing 40 lembar daun sirih segar dan buah 
pinang segar diperuntukkan rakyat biasa.
16
 
Mas Kawin yang masih diterima masyarakat Tolaki dari beberapa 
Narasumber kesimpulannya adalah, 

















80/80 8 88 5 
2 ANAKIA 80/80 8 80 5 
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80/80 4 80 5 
























- SDA - 1 1 - 
Keterangan :Anakia adalah Pemimpin khrasmatik masyarakat Tolaki dari berbagai 
tingkatan secara turun temurun diakui dan diteladani sifat, kelakuan 
dilingkungannya.  
 Anakia Songo adalah Pemimpin / bakal Calon pemimpin kharismatik 
Tolaki secara Turun Temurun, Ayah dan Ibu kandung yang 
bersangkutan secara garis vertikal tidak keluar dari turunan anakia atau 
ayahnya bukan dari rakyat. 
Ata pengertiannya budak, menurut Abdul Rauf Tarimana dalam buku 
ke-budayaan Tolaki, sementara dalam tulisan ini istilahkan Rakyat 
Mokole/Bokeo adalah Kepala Pemerintahan Kerajaan Suku Tolaki 
(Kerajaan Konawe / Kerajaan Mekongga) 
Pejabat / Penguasa adalah Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, 
Pejabat Eselon I/II (Pusat dan Daerah), para Pemimpin Tertinggi dan 
Tinggi Negara, Para Gubernur / Wagub, Bupati / wabub, Walikota / 
wawali, Ketua / Wakil Ketua DPR/DPRD (Prov. / Kab. Kota) selama 
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masih aktif atau menjabat, sedangkan para Kepala staf TNI / POLRI 
dikategorikan status Adatnya samaanakia lainnya. 
Anakia Wisole yaitu seorang pemimpina masyarakat Tolaki yang tidak 
memiliki rakyat atau pengawal 
Anakia Popatua yaitu bagi mereka yang ayahnya adaah rakyat biasa 
dan ibunya adalah anakia 
Ana Mokole adalah ayahnya anakia songo / anakia dan ibunya dari 
turunan rakyat 
Anakia lainnya adalah bagi mereka yang tidak mendapat peluang 
memimpin masyarakat Tolaki. 
Ditampilkan adat Kalosara, dalam upacara Adat Perkawinan Tolaki menurut 
pandangan orang Tolaki bahwa, suatu perkawinan merupakan sesuatu yang “Sakral”. 
Karena melibatkan kedua belah pihak keluarga besar, jika semula saling “cuek” atau 
kurang intim atau tidak saling kenal, kini disatukan menjadi “sustu kekuatan” dalam 
kesatuan rumpun keluarga besar posisinya ini adalah sebagai perkawinan yang akrab 
dan mulia bagi kehidupan membina keluarga agar hidupnya bahagia lahir dan batin. 
Kselain pandangan ini kedudukan pihak keluarga perempuan pada dasarnya pihak 
yang “ditinggalkan derajatnya” itulah sebabnya Adat Kalosara sebagai simbol 




Ketika berbicara Kalo sebagai bahasa simbolik dalam kehidupan sehari-
hariorang Tolaki, disini dibatasi fungsi Kalo dalam pengertian sempit, hanya 
membicarakan urusan adat istiadat Tolaki, seperti urusan “Perapua” atau 
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Perkawinan, tidak membahas makna filosofi dalam arti luas. Membicarakan Kalo 
umumnya terdiri dari banyak macam. Misalnya jika dijumpai Kalo sebagai benda, 
cukup “Kalo” saja.Beda sebutannya ketika benda Kalo digelar pada prosesi adat 
istiadat seperti acara “mowindahako” disebut “Kalosara”. Hakikat Kalosara terdiri : 
wadah anyaman, kain putih dan rantai yang terlilit terdiri tiga buah itu. 
Bahan pembuatannya adalah bahan baku utama benda Kalo diperoleh dari 
alam atau hutan belantara. Secara harfiah kalo adalah benda yang berbentu lingkaran 
dari roran kecil pilihan disebut “Uewai” dipilih tiga buah.
18
 
Kawin dalam bahasa Tolaki disebut merapu, yang artinya merumpun. Bahasa 
tolaki adalah salah satu bahasa daerah lokal yang juga kaya informasi dan makna-
makna simbolik, baik dalam penuturan maupun dalam makna penggunaannya 
sebagai alat komunikasi bagi masyarakat pendukungnya. Perkawinan menurut suku 
Tolaki dianggap sebagai sesuatu hal yang sangat sakral dan suci, karena dipandang 
sebagai awal persiapan pembentukan moral kejujuran dan penerusan bibit unggul 
keturunan keluarga yang harus dipelihara dan dipertahankan agar melahirkan 
manusia-manusia yang unggul dikemudian hari dimuka bumi. Keberhasilan dan 
kegagalan dalam memelihara dan mempertahankan nama baik keturunan yang baik-
baik, berilmu dan berguna bagi masyarakat sangat tergantung kepada tanggung 
jawab moral suami istri dalam  meletakkan pondasi kehidupan perkawinannya.
19
 
Popolo Popodea dikenal dengan istilah mahar disuku Tolaki. Dahulu istilah 
ini diartikan tidak langsung bermakna mahar hanya mirip dengan mahar tapi 
sekarang sudah diartikan mahar. Popolo Popodea dalam penilaiannya tidak termasuk 
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dalam ongkos belanja pesta, ongkos belanja pesta terpisah dengan mahar. Item-
itemnya meliputi penggunaan menjamu orang banyak atau tamu undangan pesta, 
yang berkaitan dengan masalah pesta mulai dari tendanya, pelaminannya kursinya, 
makanannya, hiburannya, dokumentasinya dan lain-lain, tetapi kalau mahar atau 
Popolo  mempunyai posisi tersendiri dan nilai tersendiri. Pada suku Tolaki mahar 
sesuai kesepakatan adat yaitu berupa uang sebesar 88 real sama dengan Rp. 
264.000., dengan asumsi mahar 88 real x 3.000 di tetapkan pada tahun 2007. Jadi 
perbandingan 88 real x Rp. 3.000 hasilnya Rp. 264.000., tapi jika mengikuti harga 
real sekarang maka 88 real x 4.000 maka hasilya adalah 352.000. Penentuan harga 




Mahar pada suku Tolaki ketika adat itu sudah dilaksanakan maka sudah 
dilampirkan dengan jumlah maharnya. Penentuan mahar di simpulkan pada proses 
peminangan baik itu dari jumlah atau bentuknya tergantung dari pembicara kepada 
lembaga Adat tetapi keinginan KUA mahar itu jangan ditentukan oleh Adat 




Mahar berbeda dengan uang belanja. Mahar itu maskawin masuk dalam 
komponen agama sedangkan uang belanja masuk dalam keputusan oleh adat tetapi 
dasarnya hukumnya tidak wajib tapi di sunahkan yaitu sebisanya oleh mempelai 
pria. Mahar adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin 
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 Pengertian yang sama dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
Pusat Bahasa, mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari 
mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.
23
 
Adapun pengertian mahar dalam KHI adalah pemberian dari calon mempelai 
pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang 
tidak bertentangan dengan hukum Islam. 
Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai 
wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan 




Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita 
dengan memberikan hak kepadanya, diantara adalah hak untuk menerima mahar 
(maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan 
kepada wanita lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain 
tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, 
kecuali dengan ridha dan kerelaan istri. 
2. Dasar Hukum Mahar 
Mahar masuk dalam item ijab kabul, secara garis besar syarat sahnya nikah 
ada mempelai pria, mempelai wanita, wali, ijab kabul, dua orang saksi. Mahar tidak 
disebutkan karena masuk dalam rangkaian Ijab kabul. Jadi dengan sendirinya mahar 
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menjadi wajib dalam pernikahan.
25
 Senada dengan beberapa referensi wawancara 
dari KUA lain mengatakan bahwa mahar masuk dalam item ijab kabul yang 
menjadikan hukum wajib pula. 
Berdasarkan penjelasan dari beberapa Kepala KUA dan Kepala LATKOM 
Kabupaten Konawe Mahar merupakan suatu kewajiban dalam proses kelansungan 
pernikahan yang sah dalam Agama maupun Adat.
26
 
3. Syarat Mahar 
Pada suku Tolaki Kabupaten Konawe syarat-syarat mahar umumnya 
mengikuti agama Islam, tidak ditentukan oleh adat tetapi ditentukan kemampuan 
dan keikhlasan.Pengadaan adat tidak terikat tetapi hukumnya harus ada, dalam 
istilah agama wajib, jika mampu memberikan mobil atau emas 1 gram dibolehkan. 




Mahar dalam Islam adalah pemberian suka rela dari calon suami kepada calon 
istri, jika diterima maka mahar murni jika tidak diterima maka dinamakan mahar 
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4. Jumlah dan Tingkatan Mahar 
Mengenai jumlah dan tingkatan mahar pada suku Tolaki tetap mengikuti 
syariat Agama Islam yaitu tidak ada batasan jumlah dan tingkatan Strata pada 
masyarakat, tetapi dalam hukum adat istilah mahar yang diberikan oleh calon 
mempelai pria mempunyai  tingkatan atau strata.
29
 
Mahar bisa berbentuk uang, barang ataupun lainnya. Al-Qur’an tidak boleh 
dijadikan mahar karena al-Qur’an merupakan pedoman orang muslim untuk 
menjalankan syariat agama serta bukan usaha manusia untuk diberikan kepada 
mempelai wanita sebagai mahar. Bentuk mahar pada suku Tolaki dari 3 tahun 
terakhir hanya berbentuk uang di tambah seperangkat alat shalat dengan jumlah 
sesuai kesepakatan Adat.
30
 Jumlah Mahar uang yang ditentukan pada suku Tolaki 
yaitu berbeda jumlah untuk wanita gadis dengan wanita yang sdh pernah menikah, 
mahar wanita yang telah pernah menikah jumlah mahar 50% dari wanita yang masih 
gadis.Jika wanita Gadis 88 real maka jumlah mahar wanita yang telah pernah 
menikah adalah 44 real.
31
 Berbeda dengan pernyataan tersebut pada wilayah 
kecamatan Unaaha pernah terjadi mahar berupa benda yaitu sebuah Sepeda Motor.
32
 
Sesuai hasil kesepakatan Adat bentuk mahar pada Suku Tolaki patokannya 
adalah uang, tetapi Suku Tolaki yang dulu bentuk mahar berupa tanah atau benda 
lainnya. Pada pemberian mahar tidak ada perbedaan antara strata tinggi ataupun 
rendah, semua bentuk mahar sama dan jumlah mahar sama tetapi jumlah mahar yg 
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ditetapkan oleh kesepakatan Adat boleh di tambah tetapi tidak boleh dikurangi. 
Masyarakat dari tingkat strata yang berbeda hanya pemberian uang belanja. 
Sesuai dengan hukum Islam sangat memperhatikan dan menghargai 
kedudukan seorang wanita dengan memberi hak padanya diantaranya adalah hak 
untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada 
calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat 
dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannyan, meskipun 
oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri.
33
 
Hikmah dari pencegahan menetapkan mahar yang tinggi adalah jelas, yaitu 
untuk memudahkan anak muda untuk kawin sehingga mereka tidak menghindari 
perkawinan, yang membuat timbulnya berbagai kerusakan moral dan sosial. 
Mahar pada suku Tolaki secara Agama tidak ada perbedaan dalam penentuan 
jumlah mahar bahwa tidak ada batasan yang paling tinggi untuk mahar, karena tidak 
disebutkan di dalam syariat yang menunjukkan batasan tertinggi yang menjadi 
berbeda pada suku Tolaki ini adalah pemberian dalam raingkaian adat. 
C. Urgensi Mahar bagi masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe 
Sisi urgensi mahar pada suku Tolaki sama dengan makna urgensi dalam Islam 
yaitu sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan laki-laki terahadap perempuan. 
Semakin tinggi kualitas benda yang diberikan berarti semakin tinggi kuga kualitas 
penghormatan dan perhargaan kualitas perempuan, karena dalam bahasa sehari-hari 
mahar itu simbol untuk memiliki perempuan sehingga dikatakan dikatakan bahwa 
                                                             
33
Abdul Rahman al-Ghazali, Fiqh Munakahat, h. 84. 
113 
 




Sebenarnya tujuan menurut masyarakat Tolaki tidak jauh beda dengan tujuan 
perkawinan dalam syariat Islam yaitu sama-sama menekankan aspek kebahagiaan. 
Hanya saja dalam syariat Ilam, tujuan perkawinan lebih didasarkan pada aspek 
ketentraman, kasih sayang, dan saling mencintai. Hal ini dapat dilihat dalam 
Kompilasi Hukum Islam yaitu “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah”.35 
Tujuan umum dari mahar pada suku Tolaki adalah pemberian calon suami 
terhadap istrinya dengan tulus ikhlas sehingga dikemudian hari tidak ada rasa 
kekecawaan atau ketersinggungan oleh keluarga mempelai pria akibat perkataan 
keluarga calon mempelai wanita sehingga memberikan kesan dalam penghargaan 
pada wanita dengan menjadikan satu ikatan baik secara agama hukum positif 
maupun adat. Adat mewajibkan adanya mahar agar dikemudian hari tidak ada saling 
mempermalukan satu sama lain, baik dari segi suami istri ataupun kedua keluarga 
mempelai. Intinya adalah mahar diberikan sebagai tanda kesungguhan oleh calon 
mempelai pria kepada mempelai wanita. 
Secara garis besar dari urgensi mahar pada suku Tolaki adalah sebagai bentuk 
penghargaan dan penghormatan terhadap perempuan serta dikemudian hari tidak 
terjadi perselisihan antara keluarga dari kedua belah pihak yang menyebabkan 
renggang dan rusaknya kekeluargaan. 
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Berdasarkan tujuan umum pemberian mahar pada masyarakat ini sangat jelas 
sesuai dalam ajaran agama Islam, tetapi dalam kenyataan yang terlihat pada 
masyarakat khususnya masyaraat awam serta masyarakat yang masih menjunjung 
tinggi adat serta tradisi kadang memberi kesan mempersulit calon suami untuk 
menjadi ikhlas dalam memberikan mahar disebabkan banyaknya persyaratanyang 
harus dipenuhi. 
D.  Implementasi Pemberian Mahar pada Masyarakat Tolaki Kabupaten Konawe 
Islam merupakan agama wahyu terakhir yang disampaikan kepada Nabi 
Muhammad saw., yang membawa ajaran yang sangat logis, fleksibel dan universal. 
Cakupannya meliputi hubungan antara manusia dengan khalik, manusia dengan 
sesama manusia serta lingkungannya. Peraturan-peraturan hukum Islam sebagai 
sistem norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan 
manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lainnya. 
Pemberiam mahar dalam Akad Nikah juga di langsungkan dalam rangkaian 
penyelesaian adat. Pemberian mahar dalam Islam boleh tunai boleh utang tapi yang 
terjadi pada suku Tolaki rata-rata tunai, jadi jumlah mahar pada suku Tolaki Rp. 
264.000., dengan perbandingan 88 real x 3.000., sangat tidak dimungkinkan ada 
masyarakat Kabupaten Konawe yang tidak bisa menuniakan nilai tersebut, karena 
jumlah uang yang kecil. Maka Lembaga Adat Kabupaten Konawe (LATKOM) 
Sulawesi Tenggara sepakat dengan harga nilai 264.000 adalah nilai standar mahar 
yang sangat minimal.
36
 Jika dikalangan masyarakat Kabupaten Konawe ada yang 
tidak mampu memenuhi standar jumlah mahar tersebut maka mengacu oada mahar 
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Jenis mahar yang digunakan pada Kabupaten Konawe sudah mahar 
musamma karena sudah ditentukan dan harus diikuti tetapi pandangan tersendiri 
dalam konteks agama yaitu pemberian tanpa paksaan dengan pengertian bahwa 
pemberian suka rela, apasaja yang bisa diberikan sebagai tanda jadi dalam 
pernikahan hanya persoalan adalah apakah pihak wanita terima atau tidak, tapi yang 
paling baik adalah apa yang diberikan oleh laki-laki itu baik dan ikhlas dari pada 
disepakati atau ditentukan orang lain kurang nuansa kerelaan.
38
 
Berdasarkan pelaksanaan perkawinan adat Tolaki tersebut telah tergolong 
sebagai adat perkawinan yang telah mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan 
teknologi informasi komunikasi bahwa “mowindahako” orang Tolaki itu, semua bisa 
diatur asal isi pokoknya adat wajib dipenuhi. Disinilah peranan tolea sebagai 
“negosiator”. Boleh jadi popolo bisa ringan, berlaku asas musyawarah mufakat 
kedua belah pihak, terutama bila pihak keluarga perempuan memahami “siapa” calon 
mantu tersebut? Menurut pandangan orang Tolaki, ketika “mowada popolo” tidak 
mengenal “meoli o’ana” yang artinya membebani pihak keluarga pria dengan 
membayar biaya popolo.39 
Mowindahako dapat diterjemahkan pesta perkawinan dari semua proses 
perkawinan akan berakhir pada saat mowindahako sesuai waktu yang disepakati 
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kedua belah pihak, maka diantarlah pengantin laki-laki ke tempat upacara 
perkawinana dengan usungan (sinamba ulu) atau kendaraan lain.40 
Rombongan pengantin laki-laki dalam memasuki ruang upacara utama, pintu 
pagar, pintu utama, pintu kamar tidur,pembuka kelambu dan mata pengantin 
perempuan masih tertutup.Hal tersebut terbuka jika pihak laki-laki menebusnya 
dengan kesepakatan masing-masing penjaga. Hal ini dimaksudkan agar 
memeriahkan acara perkawinan, serta sebagai simbol ketulusan dari pihak laki-laki. 
Pada saat upacara perkawinan ini dimulai semua kesepakan peminangan harus 
dipenuhi serta ditampilkan secara transparan di depan masing-masing juru bicara, 
puutabo (pemerintah), serta para undangan. 
Kedua mempelai duduk bersila dan siap mengikuti upacara adat 
mowindahako. Acara perkawinan ini dilakukan dengan cara juru bicara pihak laki-
laki menyesuaikan duduknya dengan mengarahkan kalonya kehadapan puutobu 
(Pemerintah) setempat dan maju maksimal empat kali sampai berhadapan langsung 
dengan penerima kalo sebagai permohonan izin untuk memulai upacara adat. proses 
ini, juru bicara pihak laki-laki mengucapkan salam kepada puutobu atau pemerintah 
tersebut. Setelah itu penerima kalo mengembalikan kepada juru bicara.Juru bicara 
laki-laki mohon diri untuk kembali ketempat semula dan berhadap-hadapan dengan 
juru bicara dari pihak perempuan. 
Juru bicara laki-laki mengarahkan kehadapan juru bicara perempuan dengan 
meletakkan Kalo untuk melanjutkan acara Mowindahako. Bersamaan itu pula 
disebelah kanan juru bicara laki-laki disuguhkan salopa tempat sirih, pinang, rokok 
atau tembakau oleh masing-masing ibu yang ditugaskan untuk Mosoro niwule. 
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Setelah kedua petugas Mosoro niwule menyodorkan salopa maka juru bicara laki-
laki membuka kesunyian dengan mengucapkan salam dan dijawab oleh yang 
mendengarkan. 
Akhir acara atau penutup dilakukan moheu osara atau pengukuhan adat. 
makna dari acara ini adalah agar dalam melaksanakan tugasnya, juru bicara harus 
berlaku adil dan jujur serta sehat sepanjang hidupnya, bila sebalikya akan terkena 
sanksinya dan mendoakan kedua rumpun keluarga mempelai agar hidup rukun, 
damai, bahagia, sehat beriman, bertakwa kepada Tuhan, dimurahkan rezekinya, 
melahirkan keturunan saleh, sehat, berilmu dan beriman sampai akhir hayat, 
dilanjutkan dengan saling menyuguhkan minuman sebagai pertanda upacara 
perkawinan telah selesai. Tahap berikutnya adalah akad nikah oleh wali yang 
disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang didahului penyerahan 
perwalian dari orang tua perempuan kepada imam (pemuka agama Islam) atau siapa 
saja yang akan diserahkan perwalian yang akan menikahkan. Tahap berikutnya 
adalah pembatalan wudhu yang dilakukan mempelai laki-laki dengan menempelkan 
jempol kanan ke bawah tenggorokan atau di antara kedua kening pengantin 
perempuan. 
Masyarakat adat ini memandang perkawinan sebagai lambang untuk 
meneruskan keturunan, mempertautkan silsilah dan kedudukan sosial yang 
bersangkutan. Adakalanya perkawinan adat merupakan adat merupakan sarana untuk 
memperbaiki hubungan kekerabatan yang retak. Selain itu, perkawinan juga 
bersangkut paut dengan warisan, kedudukan alias status dan harta perkawinan. 
Proses pemberian mahar pada Suku Tolaki berada dalam rangkaian adat yang 
dikenal dengan prosesi Mowindahako yaitu prosesi pernikahan adat Tolaki 
118 
 
khususnya pada Kabupaten Konawe, setelah penyelesaian adat maka dilanjutkan 
dengan prosesi pernikahan yang Islami biasanya dilaksanakan pada masyarakat 
umumnya. 
Proses pemberian mahar pada masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe 
secara hakiki tidak melenceng dari ajaran agam Islam tetapi pada penyelesaian adat 
yang menyita waktu panjang disisi lain terdapat dampak positif tetapi juga terdapat 
sisi negatif yaitu banyak prosesi yang harus di selesaikan. Pemberian mahar 
seharusnya diberikan secara ikhlas bukan dengan beberapa persyaratan yang kadang 







Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan hasil penelitian  
yang  dilakukan  di  Kabupaten Konawe terhadap implementasi pemberian mahar 
pada suku Tolaki yang sesuai anjuran dalam al-Qur’an, maka dapat dikemukakan 
kesimpulan yaitu: 
1. Eksistensi Mahar dalam suku Tolaki dikenal dengan Popolo atau Kinaweoako. 
Bentuknya tidak terikat tetapi di masyarakat Tolaki ada dua bentuk yaitu 
dalam bentuk uang dan dalam bentuk benda. Bentuk uang terbagi dalam dua 
bentuk yaitu 88 real dan Rp. 264.000. Mahar pada suku Tolaki di wilayah 
Kabupaten Konawe tetap eksis dalam penentuan jumlah, serta tetap dalam 
koridor al-Qur’an hanya ada beberapa tahap yang harus dilakukan disertai 
dengan penyelesaian adat. 
2. Urgensi dari mahar pada suku Tolaki adalah sebagai bentuk penghargaan 
kepada perempuan. Adat mewajibkan adanya mahar agar dikemudian hari 
tidak ada saling mempermalukan satu sama lain, baik dari segi suami istri 
ataupun kedua keluarga mempelai. Intinya adalah mahar diberikan sebagai 
tanda kesungguhan oleh calon mempelai pria kepada mempelaiwanita. 
3. Implementasi pemberian mahar pada Masyarakat Tolaki yaitu Proses 
pemberian mahar pada Suku Tolaki berada dalam rangkaian adat yang dikenal 
dengan prosesi Mowindahako, setalah penyelesaian adat maka dilanjutkan 






Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa implikasi atau rekomendasi 
terhadap beberapa pihak yang berkompeten demi kesejahteraan dan terhindarnya 
berbagai rintangan dalam proses pernikahan, yaitu: 
1. Menganalisis kembali kasus penentuan harga mahar dan proses pemberiannya 
yang masuk dalam rangkaian adat, secara hakiki tidak memberatkan mempelai 
laki-laki tetapi karena banyaknya rangkaian adat dan syarat yang diajukan oleh 
adat jangan sampai menjadikan mempelai pria lari dengan istilah 
mombolasuako, sehingga mengurangi nilai harkat dan sosial keluarga. 
2. Pada dasarnya mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri 
yang harus diberikan oleh sang suami. Pemberian secara ikhlas bukan dari 
faktor paksaan dari keluarga mempelai wanita. Sehingga terciptanya 
kedamaian dalam hati mempelai laki-laki dalam melangsungkan pernikahan. 
3. Melihat implementasi pemberian mahar pada masyarakat Tolaki khususnya 
yang bermukim di Kabupaten Konawe dapat mengikut prosesi perkawinan 
berdasarkan hukum Islam dengan mengintegrasikannya dengan nilai-nilai 
budaya yang memiliki relevansi dengan syari’at Islam. 
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